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ABSTRAK

Skripsi yang berjudul Kewcnangan DPRD Dalam Pembahasan PERDA
Berdasarkan UU No 12 Tahun 2008 Dalam Kajian Figih Sivasah ini adalah hasil
penclitian  kepustakaan untuk menjawab pertanyaan - Dagaimana kewenangan
DPRD dalam pembahasan PERDA berdasarkan UU No. 12 tahun 2008 dan
Bagaimana kewenangan DPRE menurut figh siyasah.

Penclitian ini bersifat deskriptif analitis dan jenis data yang dipergunakan
adalah data primer (perundang-undangan) dan sckunder (buku-buku) scedangkan
teknik pengumpulan  data dengan menggunakan metode  dokumentatif  yakni
mengkaji isi bahan hukum yang dipcroleh dari peraturan perundang-undangan, buku,
disertasi, artikel dan sumber lain yang berkaitan dengan penulisan ini.

Hasil penelitian menyimpulkan bahwa UU No. 12 tahun 2008 Tentang
Otonomi Dacrah. DPRD mempunyai wewenang dalam pembuatan Perda. Dalam
melaksanakan wewenangnva tersebut diatur dalam tata tertib pembentukan perda
dalam peraturan dibawahnya. Tahapan pembahasan rancangan peraturan dacrah baik
rancangan yang berasal dari DPRD maupun dari Kepala dacrah baik dalam PP No.
25/2004 tentana Pedoman Penyusunan Peraturan Tata Tertib DPRD maupun dalam
Kepmendagri No. 162/2004 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Tata Tertib
DPRD. Dalam perspektif figh siyasah, kewenangan DPRD sama dengon kewenangan
Ahl al-hall wa al “aqd.

PPRD dalam pembahasan skripsi ini memiliki kewcenangan vang sama
dengan Ahl al-hall wa al “aqd. Salah satu kewenangan DPRD adalah berijtihad untuk
membuat peraturan guna kemaslahatan masyarakat. Ijtihad merupakan upaya untuk
menggali suatu hukum. Konteks penggalian suatu hukum di sini adalah upaya unt uk
membahas hingga menjadikannya scbagai peraturan.

§jalandengan Resinipulan Uiatas; makiepenulis berhdrapiagan penbahasan
dan pembuatan Perda dapal menjawab kebutuhan masyarakat akan Kescjahteraan
hidup. Schingga kebijakan tersebut membawa kemaslahatan bagi masyarakat.
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BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Reformasi pada tahun 1998 tclah membawa angin perubahan dalam
penyelenggaraan  pemerintahan di Indonesia. Dimana sistem  pemerintahan
sentralisasi dengan UU No. 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di
dacrah digantikan dengan pemerintahan yang desentralisasi. Artinya scjumlah
wewenang  pemerintahan  discrahkan  olch Pemerintah pusat kepada  dacrah
otonom, kecuali urusan  pemerintahan  yang nmlibuti politik luvar negert,
periahanan, keamanan dan yustisi yang tetap menjadi kewenangan Pemerintah,

Menurut  pendapat Bagir Manan. csensi dari perundangan  terkait
Pemerintah  Dacrah  adalah  untuk  membangun  Pemerintah  Dacrah  dan
meningkatkan kescjahteraan masyarakat dacrah. Sclain itu, UU Pemerintah
Dacrah di samping mengatur satuan dacrah otonom juga mengatur satuan
pemerintahan administratif. Untuk melaksanakan Pemerintahan secara cfektif
dan efisicn, maka sctiap dacrah diberi hak otonomi.'

Scsuai dengan amanat UUD Tahun 1945, bahwa pemerintahan dacrah
berwenang untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan, Dimana

dalam penyclenggaraan pemerintahan dacrah harus berdasarkan asas otonomi

' Bagir Manan, Menyonsong Fajar Otonomi Duaerah, , (Yogyakarta: Pusat Studi Hukum
(PSH) Fakultas Hukum UIL. 2002), 56



dan tugas pcmbantuan. Menurut Pasal 1 UU No. 12 Tahun 2008, tugas
pembantuan vang dimaksudkan adalah penugasan dari pemerintah kepada daerah
dan/atau desa dari pemerintah provinsi kepada kabupaten/kota dan/atau desa
serta dari pomerintah kabupaten/kota kepada desa untuk mclaksanakan tugas
tertentu,

Terkait dengan asas otonomi dalam ketentuan tersebut memiliki makna
bahwa pelaksanaan urusan pemerintahan oleh dacrah dapat disclenggarakan
scecara langsung oleh pemerintahan dacrah itu seadiri. Scdangkan asas tugas
pembaniuan dimaksudkan bahwa peiaksanaan urusan  pemerintahan tersebut
dapat dilaksanakan melalui penugasan olch pemcrintah provinsi ke pemerintah
kabupatenkota dan desa atau penugasan dari pemerintah kabupaten/kota ke
desa.

Tujuan  dari penyclenggaraan  otonomi  dacrah adalah  mempereepat
lerwujudhyvaid desejahteraand dmasyarakat.d (Bontunya ac melalui virpeningkatan
pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat. Disamping itu melalui
otonomi, dacrah diharapkan mampu meningkatkan daya saing  dengan
memperhatikan prinsip demokrasi, pemcerataan, keadilan, keistimewaan dan
kckhususan serta potensi dan keanckaragaman dacrah dalam sistem Negara
Kesatuan Republik Indonesia.

Pelembagaan Otonomi daerah bukan hanya diartikulasi scbagai a final

destination (tujuan akhir), tctapi lebih scbagai mechanism (mekanisme) dalam



menciptakan demokratisasi penyclenggaraan pemerintahan yang dilaksanakan
sendiri oleh dacrah otonom. Di antara prasyarat yang harus dipenuhi untuk
mencapai tujuan terscbut adalah pemerintahan dacrah harus memiliki teritorial
kekuasaan vang jelas (fegal territorial of power): memiliki pendapatan dacrah
sendiri (focal owa incomie); memiliki badan perwakilan (Jocal representative
hody) yang mampu mengontrol cksckutif daerah.”

Fungsi legislasi DPRD mempunyai kaitan yang cral dengan fungsi
pengawasan, karcna pada dasamya objck pengawasan adalah  menyangkut
pelaksanaan dari perda itu sendiri dan pelaksanaan kebijakan publik yang telah
tertuang dalam pcrda:} Kewengangan DPRD mengontrol kinerja cksckutif agar
terwujud good governance seperti yang diharapkan rakyat. Demi mengurangi
beban masyarakal, DPRD dapat menckan eksckutif untuk memangkas biaya
yang tidak perlu, dalam memberikan pelayanan kepada warganya. !

Adairyadtimbuga perivikilanirakyat dalam penyelengganaan pemerintahan
di Indoncsia, merupakan perwujudan  dari pelaksanaan demokrasi  yang
mengutamakan kckuasaan  tertinggi berada di tangan rakyat. Lembaga ini
mempunyai  kewajiban  untuk menyelenggarakan  kedaulatan rakyat dengan

berdasarkan kepada Undang-Undang. Lembaga ini di Indoncesia discbut dengan

* Boy Yendra Tamin, Fungsi Legislasi DPRD Dan Pembentukan Peraturan Daerah, diunduh

dari http:/fboyyendratamin.com/arlikel-9-fungsi-legislasi—dprd-dan-pembentukan-peraturan~daerahtml,
diakses tanggal 10 Juli 2012

73

3 Inosentius Syamsul, Meningkatkan Kinerja Fungsi legislasi DPRD (Jukarta: Adcksi, 2004),

* Syamsudin Haris, Desentralisusi & otonomi Dacrah (Jakarta: LIPT Press. 2003), 147



Dewan Perwakilan Rakyat pada pusat dan Dewan Perwakilan Rakyat Dacrah
pada provinsi, kabupaten/kota.

DPRD scbagai lembaga perwakilan rakyat harus dapat merepresentasikan
keinginan masarakat schingga sciiap kebijakan yang dikcluarkan betul-betul
merupakan sarana demokrasi dan komunikasi timbal balik antara Kepala Dacrah
dengan masyarakat di daerahnya. Oleh karena itu keputusan yang menyangkut
kepentingan rakyat harus mengikutsertakan rakyat di daerah itu, yaitu melalui
lembaga perwakilan rakyat yang harus mengikut sertakan rakyat yang ada di
dacrah tersebut. Schingga dengan demikian proses pembuatan peraturan dacrah
bukan hanya merupakan kegistan administrasi atau pemenuhan kewajiban
konstitusional dari pihak-pihak yang berwenang, tetapi juga merupakan scbuah
proscs politik yang melibatkan masvarakat melalui lembaga perwakilan schingga
kebijakan Pemerintah daerah yang tertuang dalam Peraturan Dacrah mempunyai
g kar akwilabilivas yang tingglidimats magyarakatnya

Dalam pasal 19 ayat (2) nomor 12 tahun 2008 menctapkan bahwa DPRD
scbagai badan lcgislatif dacrah yang berkewenangan scjajar dan menjadi mitra
dari pemerintah  dacrah. Konstruksi yang demikian menycbabkan  kedua
komponen tersebut mempunyai kewenangan yang sama tinggi. Hal ini diarahkan
pada terciptanya ketjasama yang scrasi antara pemerintah dengan dewan dalam

rangka mewujudkan terpeliharanya tertib pemcrintahan dacrah.



Kerjasama tersebut mencakup scgala proscs perumusan kebijakan yang
ada pada umumnya dituangkan dalam bentuk peraturan dacrah yang menurut
peraturan  perundang-undangan vang berlaku harus  ditetapkan oleh Bupati
bersama-sama DPRD. Hal ini scsuai dengan pasal 25 UU nomor 12 tahun 2008
bagian b dan ¢ vang berbunyi Kepala Dacrah mempunyai tugas dan wewenang
menvajukan rancangan Perda dan menctapkan Perda yang telah mendapat
persetujuan bersama DPRD.

Dengan kata lain kedua organ ini mempunyai kewenangan yang sedcrajat
dengan Kepala Dacrali sebagai pemimpin cksekutii, dan DPRD pada bidang
legislatif. Dalam hal ini DPRD, disamping scbagai badan perwakilan rakyat, juga
schagai mitra kerja cksekutif yang berwenang merumuskan kebijaksanaan dalam
menjalankan pemerintahan.

Sccara teoritis  salah  satu fungsi  pokok badan legislatif adalah
yixcitentukan. ipolioybdans asembiiatnndan g-undang Miriam Budiatjo imenyatakan:
fungsi pokok badan legislatif adalah menentukan policy (kcbijaksanaan) dan
membuat undang-undang. Untuk itu DPRD diberi hak legislatif, hak untuk
mengadakan amandemen terhadap rancangan undang-undang yang disusun olch
pcmcrinlnh.s

Dari ketentuan di atas tampak babhwa kehidupan yang demokratis

ditcrapkan di dacrah. Seperti dikemukan Miriam Budiarjo bahwa demokrasi

¥ Miriam Budiardjo, Fungsi Legislatif dalam Sistem Politik Indonesia, (Jakarta: Raja Grafika
Persada. 1996). 182-183



adalah Government or Rule by People, maka DPRD pun berfungsi sebagai wadah
agregasi dan artikulasi kepentingan rakyat dalam memainkan perannya sebagai
mitra kerja cksekutif.” Dengan demikian rakyat boleh berharap bahwa kehendak
mereka akan tercermin dalam setiap kebijaksanaan yung diambil olch DPRD.
Karcna sasaran akhir dari partisipasi politik adalah untuk mempengaruhi
pembuatan keputusan, dan bukan hanya sekedar memberikan suara dalam
pemilu.”

Dalam pasal 42 ayat (1) huruf (a) Undang-undang No. 12 tahun 2008
menyebutkan bahwa salah satu tugas dan wewenang DPRD propinsi adalah
membentuk peraturan  daerah yang dibahas dengan kepala  dacrah untuk
mendapatkan persetujuan bersama.

Seperti halnya DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/ota juga mempunyai
tugas dan wewenang membentuk peraturan daerah Kabupaten/Kota bersama
AN B D Walikota. Tl G didi e daldnt pasal 344 aiyat (3] h uief (@),

Lembaga legislatif atau lembaga perwakilan dikatakan juga al-suftah al-
tasyri’iyyah. Sccara ctimologis alals berarti kekuasaan dan w33 berarti
pembuatan atau penetapan hukum atau syari’at Islam. Tegasnya, kekuasaan atau
kewenangan pemerintahan  Islam untuk  menetapkan  hukum  yang akan

diberlakukan dan dilaksanakan dalam masyarakat berdasarkan ketentuan yang

* Ibid., 172
" Ibid 131




tclah diturunkan Allah SWT dalam syari’at Islam. Maka kekuasaan dalam
membuat hukum (legislasi) tidak bolch menyimpang dari ketentuan Allah Swt.

Dalam pembuatan dan penetapan hukum olch negara, yang dilakukan
oleh wulat al-*amr, senantiasa bermuara pada prinsip musyawarah. Musyawarah
merupakan tolok ukur utama dalam menegakkan persoalan kemasyarakatan,
pemerintahan dan kenegaraan. Dalam hal itu, Zainal Abidin mengatakan, -
untuk menunjukkan dasar pendirian pemerintahan yang dicita-citakan, maka
dapat dibagi kepada: (1) adanya suatu pemerintahan rakyat yang berdasarkan
permusyawaratan, (2) memiliki sumber-sumber pembentukan undang-undang,
dan (3) menctapkan pembagian kekuasaan dalam pemerintahan negara.””

Maka dengan itu dapat dipahami bahwa, pada hakikatnya pemegang
kekuasaan tertinggi (kedaulatan) negara adalah di tangan rakyat. Dimana rakyat
mendcelegasikan kekuasaannya kepada orang-orang ymig ditunjuk menjadi wakil-
Wakil infuk ‘membuatandang“dndang)

Dari latar belakang masalah tersebut maka penulis tertarik untuk
mengadakan penclitian dengan judul: “Kewenangan DPRD Dalam Pembahasan

PERDA Berdasarkan UU No. 12 tahun 2008 Dalam Kajian Figh Siyasah”.

 Ahmad Zainal Abidin, Membangun Negara Islam (Yogyakarta: Pustaka Iqra, 2001), 65



B.

ldentifikasi dan Batasan Masalah

Pada judul skripsi ini terdapat beberapa variabel yang muncul, terkait
dengan kewenangan DPRD Dalam Pembahasan PERDA. Supaya tidak terkesan
seluar dari rumusan masalah maka perlu dilakukan identifikasi masalah, scbagai
herikut:

L. Otonomi dacrah scbagai sarana mengoptimalkan potensi dacrah.

o

Otonomi dacrah dalam kajian figh siyasah.
3. Fungsi DPRD scbagai pembuat peraturan dacrah.
4. Kewenangan DPRD dalam pembahasan PERDA berdasarkan JU No. 12
tahun 2008.
Namun penclitian ini lebib  fokus, pada  kewenangan DPRD  dalam
pembahasan PERDA berdasarkan UU No. 12 tahun 2008, kemudian dianalisis

menurut figh siyasah.

Rumusan Masalah
Berawal dari latar belakang masalah yang telah diuraikan diatas, maka
rumusan masalah pada penclitian ini adalah sebagai berikut:
I. Bagaimana kewenangan DPRD dalam pembahasan PERDA berdasarkan UU
No. 12 tahun 20087

2. Bagaimana kewcenangan DPRD menurut figh siyasah?



D. Kajian Pustaka

Pada kajian pustaka ini, penulis mencmukan tiga judul skripsi vang
terkait dengan judui vang diangkat penulis.

Kajian pustaka ini penulis belum menemukan penelitian atau tulisan yang
secara spesifik membahas mengenai “Kewcnangan DPRD Dalam Pembahasan
PERDA Berdasarkan (U No. 12 tahun 2008 Dalam Kajian Figh Sivasah’.
Namun demikian ada judul skripsi yang berkaitan dengan judul penclitian yang
dilakukan penulis.

Adapun yang menjadi kajian pustaka dalam skripsi ini adalsh skripsi
terdahulu. Skripsi milik Nur Samsiyah dengan judu! = Efektifitas Fungsi. Tugas
Dan Wewenang DPRD Dalan UU- No. 32 Tahun 2004 Di Lingkungan DPRL) |
Kabupaten Mojokerto Periode 2004-2009 Dalam Perspektit” Figh Siyasal”.
Skripsi terscbut menyimpulkan bahwa pelaksa‘naan fungsi, tugas dan wewenang
PERTY “Aatam U0 NG 232 PRl 120047 dblingkangan (DPRIY s Kabupaten
Mojokerto Periode 2004-2009 diwujudkan dalam bentuk pembangunan daerah
melalui penataan struktur pemerintahan dan kehidupan masyarakat dalam
berbagai aspek.

Scdangkan fokus penclitian ini adalah analisis terhadap kewenangan
DPRD dalam pembahasan perda menurut UU No 12 tahun 2008 dalam tinjauan

figh siyasah belum pernah diteliti.
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Tujuan penelitian
Scdangkan tujuan yang hendak dicapai dengaﬁ penclitian ini adalah
scbagai berikut: -
. Untuk mengetahui  kewenangan. DPRD “dalam . pembahasan  PERDA
berdasarkan UU No'. {2 tahun 2008.

2. Untuk mengetahui kewenangan DPRD menurut figh siyasah.

Kegunaan Penclitian

Dari penulisan  skripsi ini diharapkan dapat berguna dalam  segi

“akademis/teoritis maupun praktis, antara lain sebagai berikut:

I. Dari scgi akademisfeoritis, dapat - berguna bagi pengembangaﬁ ilmu
pengetahuan dalam arti memperfuas dan memperkaya khasanah pengetahuan
pcnulis tentang hukum kclatancgafaan (siyasah), khususnya yang terkait
denganotonémi daetah.

2. Dari segi praktis dapat dipergunakan scbagai rujukan untuk mempcroleh
informasi tentang bagaimana metode yang digunakan dalam melakukan
penclitian yuridis dari pelaksanaan fungsi legislasi pada lembaga legislative

dacrah (DPRD).
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G. Definisi Opcrasional

Skripsi dengan judul “Kewenangan DPRD Dalam Pembahasan PERDA

Berdasarkan UU No. 12 Tahun 2008 dalam Tinjauan Figh Siyvasal’. Untuk

mempernmudah pembahasan, maka di bawah ini akan dijelaskan pengertian

beberapa kata yang dipandang perlu diberi penjelasan:

1.

DPRI> adalah merupakan alat  kelengkapan pemcrintah  dacrah  yang
mempunyai tugas dan kewenangan menjalanan fungsi legislasi DPRD. Fungsi
legislasi terscbut adalah pembahasan Peraturan Daerah (PERDA).

PERDA adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk olch

pemerintah daerah atau salah  satu unsur pemerintahan  daerah yang

“berwenang membuat peraturan perundang-undangan tingkat dacrah.

Figh Siyasah adalah ilmu tata Negara [slam yang sccara spesifik membahas
tentang scluk beluk pengaturan kepentingan ummat manusia pada umumnya
danse Megara padase khussayaui-Figh csiyasahiinyangiddipergunakaniddalam
penulisan skripsi ini adalah siyasah dusturiyah.

Siyasah dustiriyah adalah bagian figh sivasah yang membahas masalah
undang-undang dasar suatu Ncgara." [sinya antara lain membahas bentuk
pemerintahan, lembaga-lembaga Negara, dan hak serta kewajiban warga

Negara.

 Muhammad Igbal, Figh Sivasah Koatekstualisasi Doktrin Politik Islam (Jakarta: Gaya

MediaPratama, 1999), 153



Jadi, definisi opcrasional dari judul “Kewcnangan DPRD Dalam
Pembahasan PERDA Berdasarkan UU No. 12 Tahun 2008 dalam Tinjavan Figh
Sivasah” adalah kewenangan badan legislasi-daerah dalam hal ini adalah DPRD.
Terkait dengan tugasnya scbagai pembuat peraturan yang diatur pada UU No. 12
Tahun 2008, serta ditinjau dari sudut pandang sivasah dusturiyah, yang mana
dalam memiliki kajian terkait pembentukan undang-undang scbagaimana yang

ingin dianalisis oleh penulis.

H. Metode Penclitian
1. Jenis penelitian
Penelitian yang dilakukan penulis adalaﬂ penelitian  kepustakaan.
Penclitian ini termasuk kategori penclitian kepustakaan. Dimana penelitian
ini mcncakup serangkaian kegiatan yang berkenaan dg:ngan metode
pengumpulan data. pustaka, membaca dan, mencatat. serta mengolah bahan
penelitian.'® Sedangkan sifat penelitian ini adalah deskriptif analisis, Yaitu
penjelasan yang memberi gambaran secara detail tentang kewenangan DPRD

dalam pembahasan perda menurut UU No. 12 Tahun 2008.

Y Mestika Zed, Metode Penclitian Kepustakaan, (Jakarta : Yayasan Obor Indonesia, Ed. 1,
Cet. I, 2004) bal. 14
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Data yang Dikumpulkan
Penclitian adalah pencarian atas sesuatu (Znqury) sccara sistematis
dengan penckanan bahwa pencarian ini dilakukan terhadap masalah-masalah
vang dapat dipecahkan™."
Data yvang dikumpulkan dalam penclitian ini adalah:
a. Kewenangan DPRD dalam pembahasan Perda
b. Fungsi legislatif dalam pcmbahasan Perda
c. Figqh siyasah terkait konsep pembuatan peraturan dalam Islam
Bahan Hukum
Dalam penclitian ini bahan hukum yang dijadikan scbagai rujukan
adalah menggunakan: '
a. Bahan primer, terdiri dari
1) UU No. 32 tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah
2) - UUcNe 12 tahun 2008 Tentang: Pegubahan, Keduwa U, NO. .32 Tahun
2004
b. Bahan Sckunder, terdiri dari
) Buku Prof. H. A. Djazuli yang berjudul Figh Siyasah.
2)  Buku Drs. Muhammad Iqbal, M.Ag yang berjudul Figh Sivasah.
3) Buku Miriam Budiardjo yang berjudul Fungsi Legislatif' Dalam

Sistem Politik Indoncsia.

' Mohammad Nazir, Metode Penelitian, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1998), 10.
¥ Sumandi Suryabrata, Metodelogi Penelitian, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 1998), 16.
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4) Buku Prof. Drs. HAW. Widjaja yang berjudul Otonomi Daerah dan

Daerah Otonomi,

I
~

Buku Syamsuddin Haris yang berjudul Desentrasi-dan Otonomi
Daerah.

6)  Buku Dr. Ija Suntana yang berjudul Pemikivan Ketatanegaraan [slam,
Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperolch data yang relevan dengan masalah yang diteliti
dengan  dikaitkan  dengan  penclitian hukum  normatif. Maka teknik
pengumpulan data yang digunakan dalam penclitian ini adalah melalui
penclitian kepustakaan yakni upaya untuk memperoleh data dari penclusuran
literatur kepustakaan, peraturan pérundungmndungzm, majalah, koran, artikel
dan sumber lainnya yang relevan dengan penclitian.”

Teknik pengumpulan data pada pencelitian ini adalah membaca,
menclaah, dan, memindah. baik bahan_primer mappun sekunder. Setelah data
terkumpul selanjutnya penulis melakukan pembacaan scrta analisa teks
schingga dapat mencmukan suatu catatan penclitian,

Analisis Data

Analisis data yang digunakan adalah kualitatif. Kualitatif diartikan

scbagai kegiatan menganalisis data secara komprchensif,'? yaitu data

sckunder dari berbagai kepustakaan dan literatur baik yang berupa buku,

Y Ibid., 19,
'* Metode Penelitian Hukum, mimco
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Analisis data yang digunakan adalah kualitatif. Kualitatif diartikan
scbagai kegiatan menganalisis data secara komprehensif,"* yaitu data
sckunder dari berbagai kepustakaan dan literatur baik yang berupa buku,
peraturan perundangan, tesis, disertasi, dan hasil penelitian lainnya maupun
informasi dari media massa.

Analisis data dilakukan sctelah diadakan terlebih dahulu pemeriksaan,
pengelompokan, pengolahan dan evaluasi sehingga diketahui keabsahan data
terscbut, lalu dianalisis sccara kualitatif untuk menyelesaikan permasalahan
yang ada. Dengan demikian kegiatan analisis data ini diharapkan akan dapat
memberikan kesimpulan dari permasalahan dan tujuan penclitian yang benar
dan akurat scrta dapat dipresentasikan dalam bentuk deduktif."”

Model analisis data yang digunakan, model Penelitian Kualitatif
Miles dan Huberman. Analisis data terdiri dari tiga alur kegiatan yang secara
bersamaan, yaitu reduksi data, penyajian, data, serta penarikan kesimpulan
atau verifikasi.'®
a. Reduksi data, diartikan sebagai proses pemilihan, pemusatan perhatian

pada penyederhanaan, pengabstrakan, dan transformasi data yang muncul
dari catatan-catatan. Reduksi dilakukan sejak pengumpulan data, dimulai

dengan membuat ringkasan, mengkode, menelusuri tema, dan sebagainya.

4 Metode Penelitian Hukum, mimeo

'* Lexy J. Moleong, Metode Penelitian Kualitatif, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2004), 7.

1 Husaini Usman, Purmomo Setiady, Meltodologi Penelitian Sosial, (Jakarta: PT. Bumi
Aksara, 2008), 85-87
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Penyajian data, adalah pendiskripsikan sckumpulan informasi tersusun
yang memberikan kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan
pengambilan tindakan.

Penarikan  kesimpulan atau  verifikasi. merupakan kegiatan di akhir
penelitian  kualitatif.  Peneliti - harus  sampai  pada  kesimpulan  dan
melakukan verifikasi. baik dari segi makna maupun kebenaran kesimpulan

yang disepakati oleh subjck tempat penelitian itu dilaksanakan.

Sistematika Pembahasan

Sistematika penulisan ini dibagi dalam: beberapa tahapan yang disebut

dengan bab. Dimana masing-masing bab diuratkan pokok-pokok pembahasannya

sceara tersendiri. Namun masih saling berhubungan dengan konteks penclitian

ini. Dan antara satu dengan yang lainnya saling berhubungan. Secara sistematis,

pembahasan akan dibagi menjadi 5 (lima) bab, yang diuraikan sebagai berikut:

Bab [:

Pendahuluan  menjelaskan  langkah-langkah  yang terdapat  dalam
pcmbahasan skripsi. Bab ini memuat hal-hal yang dideskripsikan sccara
umum dalam penulisan skripsi. Scbagai langkah awal dalam penulisan
skripsi. Sclanjutnya, penulis menguraikan alasan dari pengangkatan
judul skripsi ini. Kemudian agar penulisan ini tidak lari dari tujuannya,
maka penulis menctapkan apa saja yang menjadi permasalahan dan

apasaja tujuan serta manfaat dari penulisan skripsi ini. Penulis juga



BAB II

KEWENANGAN DPRD DALLAM PEMBAHASAN PERDA

MENURUT FIQH SIYASAH

A. Pembahasan Sivasah Dusturiyahdalam Figih Siyasah

L.

Pengertian Siyasal Dustarivah

Sivasah dustarivah adalah bagian figh siyvasah yang membahas
masalah undang-undang dasar suatu Negara. [sinya antara lain membahas
bentuk pemerintahan, lembaga-lembaga Nevara, dan hak serta kewajiban
warga Negara,' Pembahasan pada landasan teori akan diuraikan  konscp-
konsep konstitusi (undang-undang dasar Newzara), legislasi (bagaimana cara
perumusan undang-undang), lembaga demobrasi dan syura yang merupakan
pilar penting dalam  perundang-undangan Negara beserta ummah  yang
menjadic pelaksany perimdang-und angtersebutt

Menurut A. Djazuli, permasalahan dalam sivasah dusturiyah adalah
hubungan antara pemimpin dan rakyat serta kelembagaan-kelembagaan yang
ada di dalam masyarakat.’Oleh karena itu. di dalam sivasah dustiriyah
biasanva dibatasi hanya membahas pengaturan dan perundang-undangan

yang dituntut olch hal /iwal kencgaraan dari scgi persesuaian dengan prinsip-

(Jakarta:

(Jakarta:

' Mujar Ihou Syaril dan Khamami Zada, Figh Sivasah Doktrin dan Pemikiran Politik Islam
Erlangga, 2008), 17
2 AL Dijavuli, Figh Sivasah Implementasi Kemasfahatan Umat dalam Rambu-rambu Syarial,
Kencang, 2007, 47

18
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prinsip agama dan merupakan rcalisasi kemaslahatan manusia serta
memenuhi kebutuhannya,

Pada pembahasan sivasah dusturiyafterdapat unsur lembaga yang
berwenang  dalam melaksanakan  tugas-tugas  pemerintahan.Schagaimana
yang dipaparkan Ji atas bahwasivasah dusturiyvah biasanya hanya membahas
pengaturan dan perundang-undangan. Menurut beberapa referensi ketika
membahas s/vasah dusturivalterdapat unsur yang tak dapat dipisahkan yaitu
All al-hall wa af “agd. Terkait dengan unsur tersebut akan divraikan Iebih
detil pada pembahasan sclanjutnya.

2. Pengertian AD/ al-hall wa al *agd

Sccara harfivah. af/ al-hall wa al “agd berarti orang yang menmpunyai
wewenang  untuk melonggarkan  dan mengikat.  Para ulama  figh
mendefinisikannya  scbagai “orang  vang memiliki  kewcnangan  untuk
ménatas Kanzilaninencisl dikaiv . sesaatuidat a9 mame. anval (Wargw Negara) .
Dengan kata lain, ah/ al-hall wa al ‘agdadalah :"Orang-orang yang berwenang
merumuskan dan menetapkan suatu kebijaksanaan dalam pemerintahan yang

. N . 3
didasarkan pada prinsip musyawarah'.

http:/mbegedut.blogspot.com/2011/02/sekelumit-tentang-ahlul-halli-wal-agdi.html - diakses
pada tanggal 23 OKtober 2012
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An-Nawawi dalam Al-Minha,a// al-hall wa al ‘agdadalah para ulama,
para kepala, para pemuka masyarakat scbagai unsur-unsur masyarakat yang
berusaha mewujudkan kemaslahatan rakvat.*

Muhammad Abdulb menyamakan ah/ al-hall wa al “agd dengan wlil
amri yang discbut dalam Al-Qurian surat al-Nisa ayat 59 yang menyatakan
L Hai orang-orang yang beriman taatilah Allah, dan taatilah Rasul ( Nya )
dan ulil amri di antara kamu”. la menafsirkan wlil amri atau al al-hall wa al
‘agd sebagai kumpulan orang dari berbagai profesi dan keahlian yang ada
dalam masyarakat. Abduh menyatakan yang dimaksud dengan wlil amri
adalah “Golongan ahl al-haf] wa al “aqddari kalangan orang-orang muslim.
Mereka itu adalah para amir, para hakim, para ulama, para militer, dan semua
penguasa dan pemimpin yang dijadikan rujukan oleh umat dalam masalah
kebutuhan dan kemaslahatan publik™, lebih lanjut ia menjelaskan apabila
mereka sepakat, atas. suatu urusan, atau hukum, maka umat wajib mentaatinya
dengan syarat mercka itu adalah orang-orang muslim dan tidak melanggar
perintah Allah dan Sunnah Rasul yang mutawatir.

Rasyid Ridha juga berpendapat w/il amri adalah al-hall wa al-"aqd. la
menyatakan “kumpulan w/il amri dan mereka yang disebut ahl al-hall wa al
‘agdadalah mercka yang mendapat kepercayaan dari umat yang terdiri dar

para ulama, para pemimpin militer, para pemimpin pekerja untuk

Muhammad Al-Razi Fakhr al-Din bin Dhiya al-Din Umar, Tafsir Fakhr al-Razi, Jilid V.
(Dar al-Fikr, t.t), 170
*Muhammad Rasyid Ridha, Tafir al-Manar, 181
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kemaslahatan publik seperti pedagang, tukang, petani, para pemimpin
perusahaan, para pemimpin partai politik dan para tokoh wartawan”.®

Al-Razi juga menyamakan pengertian antava ah/ al-hall wa al ‘agd dan
ulil amri yaitu para pemimpin dan pcnguusa.7A1~Maraghi rumusannya sama
seperti yang dikemukakan oleh Muhammad Abduh dan Rasyid Ridha*Al-
Mawardi merumuskan beberapa syarat. yaitu berlaku adil dalam segala sikap
dan tindakan, berilmu pengetahuan dan memiliki wawasan dan kearifan.

Ahl al-hall wa al ‘agd ialah “suatu kumpulan orang” yang dinamakan
olch ahli figh dengan ahl al-hall wa al “aqd, scdangkan al-Mawardi
menamakan  aliful ikhtiar, Mcreka adalah orang-orang yang discrahkan
kcpu(lanyé ‘urusan  memilih - Ncgara, yang mclakukan  akadMercka
bertanggung jawab dalam hal ini.

Islam mewajibkan kepada penguasa untuk bermusyawarah dalam
serkara-perkara wumurm sebagaimanaayangtelah kami jelaskan; namun kami
tidak menemukan baik di dalam al-Qur’an atau sunah scbutan atau
spesifikasi apa yang discbut dengan af/ al-hall wa al “aqd.

Tercatat dalam sejarah Islam, pembentukan lembaga ahl al-hall wa al
‘agd pertama kalidilakukan olch pemerintah Bani Umaiyah di Spanyol.

Khalifah al-Hakam 11 (961-976 M) membentuk majelis al-syura yang

®Muhammad Dhiya al-Din al-Rayis, 167 - 168

"Muhammad Al-Razi Fakhr al-Din bin Dhiya al-Din Umar, Tafsir Fakhr, 149

¥ Abmad Mushthafa al-Maraghi, Tafsir al-Maraghi. Jilid V, Marhaba at Mshthafa al-Bat al-
[alabi, Mishr 1389 /1979, hlm. 72 & 73
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beranggotakan pembesar-pembesar Negara dan  sebagian lagi pemuka
masyarakat.Kedudukan  anggota  majclis  syura  sctingkat  dengan
pemerintahan.Khalifah  sendiri bertindak langsung menjadi ketva lembaga
tersebut Majelis inilah yang melakukan musyawarah dalam masalah-masalah
hukum Jan membantu khalifah melaksanakan pemerintahan.’

Scmasa Rasullah Saw para khilafah ar-rasyidin, musyawarah dengan
beragam gambaran dan peristiwa, yang semuanya mengukubkan akan
komitmen penguasa dengan pendapat dewan permusyawaratan tersebut.

istilah aff al-hall wa al “agd mulai timbul dalam kitab-kitab para ahli
tafsir dan ahli figh setclah masa Rasullah saw. Mercka berada diantara orang-
.oran g yang dinamakan dengan a/-Shahabali.

Abu Bakar selalu menyelesaikan perkara dengan bermusyawarah. Bila
dihadapkan dengan  suatu  permasalahan  dan  dia tidak  menemukan
penyeicsdigiaia dalany 21-Qui’ aw dar surnalh. Dia Jangsung mengumpulkan
para sahabat, lalu ia bermusyawarah dengan mereka. Jika mereka semuanya
sepakat atas suatu keputusan, dia pun memutuskan permasalahan tersebut

dengan keputusan itu,"!

? Mubammad lgbal, Figh Sivasah Koemickstualisasi Doktrin Politik (Jakarta: Gaya Media
Pratama, 2007), 142

1 {mam [smail bin Katsir Al-Quraisyi, Taf$ir fbow Katsir (Talsir Al-Qur’an Al-Azhim),
(Dimisyqi:tt, juz I, 11), 240

NEarid Abdul Khalig. Fikih Politik Islam(Faturraiman A. Hamid, Fi Al-Figh As-Siyasiy Al-
Islamiy Mabadi’ Dusturiyyah As-Syura Al-*Adi Al-M. usawaly), (Jakarta: Amzah, 2005),78
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Begitu pula apa yang dilakukan Umar, dia juga mclakukan scperti apa
yang dilakukan oleh Abu Bakar. Dia mempunyai orang-orang khusus dari
para ulil amri'* Kaum Muslimin saat itu tidak memerlukan terlaksananya
pemilihan ahl al-hall wa ol “agditu lewat pemilu dengan melihat suara
terbanyak dari kaum muslimin atau dengan cara penobatan langsung oleh
Rasul atau khalifal.

Terkait dengan pengertian abl al-hall wa al ‘agddalam pembahasan
ini. Menurut pengarang tafsir al-Manar, v/i/ amri yang discbutkan dalam al-
Qur'an di zaman kita sckarang adalah orang-crang yang diberi kepercayaan
rakyat dalam memperjuangkan kemaslahatan umum. J adi wlif amri menurut
pengarang tafsir al-Manar ini adalah ab/ al-hall wa al ‘agd, atan Dewan
Perwakilan Rakyat, bukan golongan yang disebut para pemimpin dan ymara.
Artinya dia menamakan v/i/ amri dengan nama dewan legislatif di zaman
sekaraig, bukan dcwait chdekunm
Dasar hukum ahl al-hall wa al “agd

Alqur'an dan Nash tidak menyebutkan Ahlul Hilli Wal Aqdi atau
dewan perwakilan Rakyat untuk bahasa sekarang, namun sebutan 1tu hanya
Ada Dalam turats fikih kita dibidang politik keagamaan dan pengambilan

hukum subtansial Dari dasar-dasar menyeluruh, maka dasar sebutan Firman

12 Ibid 79
B Ibid, 86
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Allah SWT; taatilah Allah dan Ta'atilah Rasul(-Nya), dan Ulil Amri diantara

Kamu(Qs. Surat Annisa’(4): 59)

-

s ST . POV o trs 2 - at ELEY o e .0, ARk
kg B 0 LS 3 iy gty bl Jm-m
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“Hai orang-orang yang beriman. tastilah Allah dan taatilah Rasul
(Nva), dan ulil amei i antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan
/)Ln(/dpdf tentang scsuatu, maka kembalikanlah ia kcpada Allah (Al
Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar- benar beriman kepada
Allah dan hari kemudmn Yang demikian itu lebih vtama (bagimu) dan
Jebih baik akibatnya"

Juga Firman Allah : dan kalau mercka menyerahkannya kepada Rasul
dan Ulil Amri diantara mereka, tentulah orang-orang yang ingin mengetahui
dari mercka (rasul dan Ulil amri).(Qs. Surat An-nisa(4):83)

:_;:.,3;,&\' Lg!‘\ &‘) J}M/J\ 1 ‘:‘ j;;i:,y f")\ &‘D\ J?J‘)i{ ’,:a‘;zf ,‘,JD;L \J‘ o

s
~
B

wwsw\ruy oy e s Y ;;%;;w:,_&m

Daryapabila datang kepada.mercka sualy, berita fentang keamanan
ataupun  ketakutan, mereka laly menyiarkannya. Dan kalay mereka
menyerahkannya kepada Rasul dan Ulil Amridi antara meereka, tentulal
orang-orang yang ingin mengetahui  kebenarannya  (akan dapat)
mengetahuinya dari mercka (Rasul dan Ulil Amri). Kalau tidaklah karena
karunia dan rahmat Allal kepada kamu, tentulah kamu mengikut syaitan,
kecuali scbahagian kecil saja (Ji antaramu).”

Dasar scbutan Ini juga ada dalam mereka yang discbut dengan Ummat
dalam Firman-Nya: dan henduklah ada diantara kamu segolongan Rakyat

yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh kepada yang makruf dan

" Departemen Agama, AL-Qur’an Terjemihan (Semarang: CV.Asy-Syila, 1998), 68
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mencegah dari  yang mungkar; mereka adaluh  orang-orang yang

beruntung.(Qs. Ali Imran(3): 104)
S e aet o Taaa R as 40 sre. St sl L2
S e DY S b oy WS A ke D S S5
il 13
“Dan hendaklah ada Ji antara kamu segolongan umal yang menyeru
kepada kebajikan, menyurul) kepada yang marul ‘i mencegal dari yang
munkarmerekalah orang-orang yang beruntung”

Dengan demikian Fikih politik Islam telah menciptakan satu bentuk
musyawarah di masa awal timbulnya daulah Islamiyah di Madinah,
schagaimana ia juga telah menciptakan satu bentuk konstitusi yang dikenal
dengan konstitusi Madinah.'®

Ahlul Hilli VWaI Aadi, Vdiurtikan dengan  “orang-orang - yang
mempunyai wewenang untuk melonggarkan dan mengikat “Istilah ini
dirumuskan oleh Ulama Figh untuk sebutan bagi orang-orang yang bertindak
sebagit wakil” vimat “urteke inedydaiakan HatiiNurani dinetekass Paradigma
pemikiran ulama figih merumuskan istilah Ahl al-hall wa al ‘aqd didasarkan
pada sistim pemilihan empat khalifah pertama yang dilaksanakan oleh para
tokoh sahabat yang mewakili dua golongan, anshar dan muhajirin. Mereka ini

oleh ulama fikih dikalim sebagai Ahl hilli wal aqdi yang bertindak sebagai

: 7
wakil Umat.'

"3 1bid., 50

Ypaturcahman A. Hamid, Fikil Politik, 82

1. Sayuti Pulungan, Figh Sivasall Ajaran, Sejaraht dan Pemikiran, (Jakarta: PT Raja
Grafindo, 1997) . 66-67
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Dr. Abdul Karim Zaidan. Menggatakan bahwa Ahlul hilli wal aqdi
ialah orang-orang yang berkecimpung langsung dengan rakyat yang telah
memberikan kepercayaan kepada mereka.Mereka menyetujui pendapat wakil-
wakil itu karena ikhlas, konsckuen, takwa, adil, dan kecemerlangan pikiran
serta kegigihan mereka di dalam memperjuangkan kepentingan rak yvatnya.'®

Mengenai tentang siapa Ahlul hilli wal aqdi ada baiknya kita kenali
dulu syarat-syarat untuk menjadi Ahlul Hilli Wal aqdi seperti yang dikatakan
Almawardi yang dikutip Olch Hasanuddin Yusuf adan dalam  bukunya
cleman-clemen politik Islam, menyebutkan Tiga syarat bagi «/il al-hall wa al
‘agd atau yang juga discbut ahlul ikhtiar, untuk bisa bertugas scbagai anggota
refrensif tersebut yaitu: pertama Al-"Adalah keadilan yang menycluruh
dengan segala Syaratnya. Ahl al-hall wa al ‘agd mestilah bersifat Adil dalam
menentukan kepala negara sesual dengan ketentuan Islam. Mercka juga tidak
melakukan desa-dosa_ kecil  serta_persoalan-persoalan, yang mencacatkan
warwah.Kedua "ilmu(al-alim) yang membuatnya bisa mengetahui orang yang
pantas orang yang menjadi kepala Negara dengan segala syarat dan yang
diperlukan. Keriga; mempunyai  fikiran dan kebijaksanaan (al-ra’yi wal
hikmalh), dengan itu bisa memilih dan menentukan orang yang lebih layak

menjadi kepala Negara serta Iebih mampu dan Carif dalam  mengurus

WAbdul Karim Zaidan, ladividu dan Negara Menurur Pandangan Isfam (Jakarta, Pustaka
Sinar Harapan. 2001), 147



Negara.'’[iv] Sementara Muhammad Abduh menctapkan syarat yang ringkas
saja bagi ahl al-hall wa al ‘aqd, yaitu orang Islam yang senantiasa meruju’
kepada Al-Qur'an dan Sunnah Rasulullah saw, dan-ia ditaati atau diben
kepercayaan oleh Ummah. Sebenarnva jika kita ingin mengkaji lebih dalam
mengenai defenisi dari para Fuqaha' tentang ahl al-hall wa al “agd sangatlah
banyak.m

Ahlul Hilli Wal Aqdi memiliki tugas tersendiri  sebagai  wujud
perbedaan jabatan antara pihak cksckutit, legislative dan yudikatit Al al-hail
wa al ‘aqd tugasnya antara lain memilih Khalifah, Imam, kepala Negara
langsung ' mereka bertanggung jawab memilih kepala Negara dari kalangan
orang-orang yang layak memperoleh posisi tersebut dengan memenuhi syarat-
syarat yang telah ditentukan. Mercka berkewajiban untuk memilih orang yang
paling layak dalam berbagai ilmu, yang berakhlak mulia punya kemampuan
dalam ilmu kepemimpinan, dipercayai oleh rakyat dan berpenggaruh dalam
masyarakat serta didengar perintah dan arahannya. Mereka dibebankan
Amanah dan harus bertanggung jawab sepenuhnya terhadap rakyat untuk
memilih ketua Negara yang scsuai ddenganm sclera rakyat. Ini menunjukkan
betapa besarnya peran Ahl al-hall wa al ‘agd dalam suatu Negara [slam

schingga para Ulama menggelarnya Aulia ul-Amri. yaitu orang-orang yang

110-111

") Sayuthi Pulungan, Figh Sivasah, 110
PHasanudin Yusul Adan, Flemen-llemen Politik Isfan(Y ogyakarta: Ar-raniry Press. 1998),

21, Sayuthi Pulungan, Figh Sivasah, 66



menjadi pemimpin untuk melindungi umat Islam dan ncgaranya. la juga
menjadi Rujukan untuk menyelesaikan setiap persoalan yang muncul.
Pemberian Bai'ah pertama terhadap ketua Negara menjadi Tugas mercka,
baru kemudian Rakyat beramai-ramai memberikan bai’ah kepada kepala
negaranya yang telah dilantik oleh ahl al-hall wa al agd”* Farid Abdil
Khalig mengatakan dalam bukunya fikih politik Islam, adapun yang di
schutkan dengan Akl al-hall wa al ‘aqd seperti dalam kitab Allah, yakni Ulil
Amri legislative dan pengawas atas kewenangan cksekutif terutama pimpinan
tertinggi Negara la hanya discbutkan dengan Lafal Al ummah dan Tugasnya
Hanya terbatas pada dua hal. Pertama, Yaitu mengajak pada kebaikan,
termasuk -didalamnya scgala perkara Umum yang diantaranya menctapkan
Hukum atau peraturan untuk rakyat yang dibuat lewat musyawarah.Kedua,
menindak para penguasa yang zalim, yakni yang melakukan penyimpangan
dalam _pemerintahan.Menurut Ridha seabagaimana dikutip oleh J. sayuthi
Pulungan, dalam bukunya Figh siasah, ajaran. scjarah, dan pemikiran.4hl al-
hall wa al ‘agd disamping punya Hak pilih, adalah menjatubkan khalifah jika
terdapat hal-hal yang menggharuskan pemecat;mnya.23

Rujukan untuk tugas Akl al-hall wa al “agd yang paling utama bisa
diangkat disini adalah: pertama, bai‘ah terhadap Abu bakar Asiddiq ketika

beliau dilantik menjadi khalifah dilakukan olch lima orang kemudian diikuti

*Hasanudin Yusuf Adan, Elemen-Flenien, 113
*Savuthi Pulungan, Figh Sivasaf. 71

2
2
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oleh kebanyakan orang lain. Kelima-lima mercka adalah Umar bin khatab,
Abu Ubaidah bin Aljarrah, Usayid bin Hudair bisr bin sa'd dan salim bekas
Hamba Abu Huzaifash r.a:kedua; inisiatif Umar bin Khatab yang mcmilih
enam orang Ahl ul-hall wa al ‘agd Untuk menentukan penggantinya
dikemudian Hari. Dari enam orang tersebut scorang diangkat menjadi khalitah
atas persetujuan lima orang lainnya. Pandangan ini merupakan pendapat
sebagian besar Fugqaha dan Mutakallimin di Basrah.**

Pada masa Rasul, AWl al-hall wa al "aqd adalah para sahabat. Yaitu
mereka yang discrahi tugas-tugas keamanan dan pertahanan serta urusan lain
yang berkaitan dengan kemaslahatan Umum, para pemuka sahabat yang
- sering beliau ajak musyawarah, mercka yang pertama-tama masuk  Islam
(assadiqun al awwalun), para sahabat yang memiliki kecerdasan  dan
pandangan luas serta menunjukkan pengorbanan dan Kesctiaan yang tinggi
terhadap Islam, dan mercka yang sukses melaksanakan tugasnya yang baik,
dari kaum ansar maupun dari kaum muhajirin. Mereka itu jelas bukan pilihan
rakyat secara resmi.Tapi lantaran mercka punya pengaruh  ditengah
masyarakat.Karena itu nabi mempercayakan mercka meclaksanakan tugas-
tugas muamalah dan kemaslahatan politik scrta melibatkan mercka dalam
musyawarah umatpun mengikutinya dan mempercayakan urusan mereka
kepada orang-orang pilihan tersebut.Bahkan nabi scndiri tidak jarang

mengikuti penmdapat sahabatnya sekalipun tidak sejalan dengan pendapatnya

2 bid 113



demi untuk menghormati pendapat mayoritas. Pada masa khullafaurrasyidin
polanya tidak jauh beda dari masa nabi. Golongan ahl al-hall wa al ‘agd
adalah- para pemuka sahabat yang sering diajak musyawarah -oleh khalifah-
khalifah abu bakar, umar, usaman dan Ali. Danhanya pada masa umar, ia
membentuk” tim formatur” yang beranggotakan enam(6) untuk memilih
khalifah setelah ia watat. Dalam Figih menyebut anggota Foramatur Terscbut
sebagai Akl al-hall wa al "agd.

Kata satu (ahad) dalam hadis di atas mcrupakan bilangan (adad).
dalam kaidah ushul figh ia memiliki makna tersirat (maflium)yang harus
dijadikan landasan (hujjah) dalam proses pengambilan hukum (istid/al) dari
nash {(al-quran- atau hadis), selama tidak ada-dalil lain- yang menghapus
makna tersirat tadi. Artinya, kepemimpinan dalam Islam itu harus saty, tidak
boleh dipegang oleh lebih dari satu orang, apalagi dibagi seperti dalam

sistemn demokidsisaat Aanic

B. Kewenangan A#/ al-hall wa al ‘agd dalam Pembahasan Perda menurut Fgih Siyasah

I.

Kewenangan Umum A4/ al-Hall wa al "Aqd
Penulis dalam mendapatkan data terkait dengan kewenangan ah/ al-
hall wa al *agd harus memahami sejarah pemerintahan Islam. Olch karcna itu

penulis akan memaparkan sedikit sejarah pemerintahan [slam.
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Rujukan untuk tugas ahl al-hall wa al ‘agd yang paling utama bisa
diangkat disini adalah: pertama, bajah tcrhadap Abu bakar Asiddiq ketika
beliau dilantik menjadi khalifah dilakukan oleh lima orang kemudian diikuti
olch kebanyakan orang lain. Kelima-lima mercka adalah Umar bin khatab,
Abu Ubaidah bin Aljarrah, Usayid bin Hudair Bisr bin Sad dan salim bekas
Hamba Abu Huzaifah r.a.kedua; inisiatit Umar bin Khatab yang memilih
cnam orang ah! al-hall wa al ‘agd Untuk menentukan penggantinya
dikemudian hari. Dari cnam orang terscbut scorang diangkat menjadi
khalifah atas persetujuan lima orang lainnya. Pandangan ini merupakan
pendapat sebagian hesar Fuqaha dan Mutakallimin di Basrah.”
mereka yang diserahi tugas-tugas keamanan dan pertahanan serta urusar lain
yang berkaitan dengan kemaslabhatan Umum, para pemuka sahabat yang
sering behaw ajak muosyavaral

Merekayang pertama-tama masuk Islam(assadiqun al awwalun), para
sahabat yang memiliki kecerdasan dan pandangan luas serta menunjukkan
pengorbanan dan kesetiaan yang tinggi terhadap Islam, dan mercka yang
sukses melaksanakan tugasnya yang baik. dari kaum ansar maupun dari kaum
muhajirin.Mereka itu jelas bukan pilihan rakyat sccara resmi.Tapi lantaran

mereka punya pengaruh  ditengah  masyarakat.Karena itu nabi

31 Sayuthi Pulungan, Figh Siasal,113
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mempercayakan  mercka melaksanakan tugas-tugas muamalah  dan
kemaslahatan politik serta mclibatkan mercka dalam musyawarah umatpun
mengikutinya dan mempercayakan urusan mercka kepada orang-orang
pilihan terscbut.Bahkan nabi sendiri tidak jarang mengikuti  pendapat
sahabatnya sckalipun tidak sejalan  dengan pendapatnya  demi untuk
menghormati pendapat mayoritas.

Pada masa khullafaurrasyidin polanya tidak jauh beda dari masa nabi.
Golongan ahl al-hall wa al ‘agd adalah para pemuka sahabat yang sering
diajak musyawarah oleh khalifah-khalifahAbu Bakar, Umar. Utsman dan Ali.
dan hanya pada masa umar, ia membentuk” tim  formatur”  yang
beranggotakan enam(6) untuk memilih khalifah sctelah ia wafat. Dalaa Figh
menyebut anggota formatur tersebut sebagai ahl al-hall wa al “aqd.

Abd al-Hamid al-Mutawalli dalam kitab Mabadi’ al- Nizham al-
Flukm 7 dl<ddamibetiav mengimgkepkan Yehwapadaczanisn Rasuluttal, Ah/
al-hall wa al ‘aqdadalah para sahabat. Mcrcka discrahi tugas-tugas keamanan
dan pertahanan serta urusan lainyang berkaitan dengan kemaslahatan ymum.
Para sahabat terscbutlabh yang sering beliau ajak musyawarah Mcrcka yang
pertama kali masuk Islam dan yang memiliki kecerdasan dan pandangan yang

luas scrta menunjukkan pengorbanan dan kesctiaan yang tinggi terhadap



[slam.Dan mereka yang sukses melaksanakan tugasnya baik dari kaum Ansar

maupun dari kaum Muhajirin.*®

d.

Singkatnya, wewenang dan fungsi ah/ al-hall wa al ‘agdadalah:

. Ahl al-hall wa al ‘agd adalah pemegang kekuasaan tertinggi  yang

mempunyai wewenang untuk memilih dan membai‘at imam serta untuk

memecat dan memberhentiakan khalifah.

. Ahlal-hall wa al ‘agd mempunyai wewenang mengarahkan kehidupan

masyarakat kepada yang maslahat.

. Ahlal-hail wa al ‘agd mempunyai wewenang membuat undang- undang

yang mengikat kepada seluruh umat didalam hal-hal yang tidak diatur tegas

-oleh Al Qur’an dan al Hadits.

Ahlal-hall wa ual ‘ugd tempat konsultasi imam didalam menentukan

kebijakannya.

vidhlal-hall-wa al <agdmengawasi jalannya pemerintzhan

Hal-hal yang perlu digarisbawahi disini terkait kewenangan Ahlal-hall

wa al ‘agd adalah spesialisasi mercka sebagai berikut:

Membaiat (menobatkan) orang yang menurut mcreka mampu untuk
memegang tongkat kepemimpinan
Melakukan ijtihad dalam hukum-hukum untuk mencapai kesepakatan

(ijma’)

% y Suyuthi Pulungan, Figh Siyasah, 70-71
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Spesialisasi tersebut secara tidak langsung mendiskripsikan syarat-
syarat ahlal-hall wa al ‘agd. Pada spesialisasi pertamamenuntut adanya
syarat ~“mempunyai = pemikiran dan kebijaksanaan”  dan itu sangat
utama.Scdangkan  spesialisasi  yang  kedua  menuntut  adanya  syarat
“mempunyai pengetahuan tentang perundang-undangan dan cukup mengenal
kemaslahatan rakyat.Hal itu memasukkan inereka dalam kelompok mujtahid,
menurut istilah para ulama ushul. Artinya, kedudukan ahlal-hall wa al ‘agd
bisa dipandang sebagai tugas perundang-undangan yang menuntut adanya
pengenalan tethadap hukum-hukum fatwa dan pengambilan hukum dalam

masalah-masalah umum seperti masalah keamanan dan ketakutan.”’

- Kewenangan Khusus al-Hal Wa al-Aqdi dalam [jtihad Hukum

Salah satu yang menjadi kewenangan ail al-hall wa al “aqgd adalah
melakukan ijtihad. untuk membuat peraturan guna kemaslahatan umat.
{jtihad mérupakan upaya uitlik inenggalidsaty hukun'yang sudahoada pada
zaman khulafa ar rasyidin Hingga dalam perkembangannya, ijtihad dilakukan
oleh para sahabat, tabi’in serta masa-masa sclanjutnya hingga sckarang ini.
jtihad yang akan dibahas dalam bab ini adalah ijtihad yang dilakukan ah/ al-
hall wa al ‘aqd.

Sebelum itu penulis akan menguraikan tentang hal-hal yang berkaitan

dengan ijtihad. ljtihad berasal dari kata jahada.Artinya mencurahkan segala

7 Farid Abdul Khaliq, Fikih Politik, 110-111
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kemampuan atau menanggung beban kesulitan.Menurut bahasa, ijtihad adalah
mencurahkan semua kemampuan dalam segala perbuatan.Dalam ushul figh,
para-ulama ushul figh- mendefinisikan ijtihad secara berbeda-beda. Misalnya
Imam as-Syaukani mendefinisikan ijtihad adalah mencurahkan kemampuan
guna mendapatkan hukum syara’ yang bersifat operasional dengan cara
istinbat mengambil kesimpulan hukum.

Scmentara Imam  al-Amidi  mengatakan bahwa ijtihad adalah
mencurahkan semua kemampuan untuk mencari hukum syara® yang bersifat
dhonni, sampai merasa dirinya tidak mampu untuk mencari tambahan
kemampuannya itu.Sedangkan imam al-Ghazali menjadikan batasan tersebut
_sebagai bagian dari definisi al_~1jiihad attaam (ijtihad sempurna).

ljitihad adalah sebuah usaha yang dilakukan dengan sungguh-sungguh
dengan berbagai metode yang diterapkan beserta syarat-syarat yang telah
ditentukan untuk, menggali dan mengetahui hukum Islam. untuk kemudian
diimplementasikan dalam kehidupan bermasyarakat. Tujuan ijtihad dilakukan
adalah upaya pemenuhan kebutuhan akan hukum karena permasalahan
manusia semakin hari semakin kompleks di mana membutuhkan hukum Islam
sebagai solusi terhadap problematika tersebut.

Kewenangan ahl  al-hall wa al ‘agd dalam berijtihad sangat
menentukan nasib rakyat yang tclah memilihnya. Bagaimana tidak, hasil

ijtihad dari mercka akan dikukuhkan menjadi svatu kebijakan yang akan
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diimplementasikan di masyarakat. Oleh scbab itu, tugas atau kewenangan ini

membutubhkan tanggungjawab yang sangat besar. Berkaitan dengan hal

-tersebut beberapa ahli figh menctapkan suatu criteria atau syarat menjadi ah/

al-hall wa al ‘aqd.

Al-Mawardi telah mencrangkan syarat-syarat vang harus dipenuhi
oleh anggota-anggota lembaga itu. Ah/ul ikhtiar harus memenuhi tiga syarat,
yaitu
a. Keadilan yang memenuhi syarat-syaratnya.

b. Pengetahuan yang dengan segala pengetahuan itu dapat diketahui siapa
yang berhak menjadi kepala Negara.

; . o ‘ 2%
¢.” Mempunyai pikiran yang sempurna dan kecakapan.,

62

% [Hasbi Ash Shiddicqy, Zlmu Kenegaraan dalam Figih Isfam (Jakarta: Bulan Bintang, 1991),



BAB III

KEWENANGAN DPRD DALAM PEMBAHASAN PERDA

A. Kewenangan DPRD Berdasarkan UU No. 12 Tahun 2008

Undang-Undang tersebut  telah melimpahkan kekuasaan baik secara
politik maupun sccara administratif kepada dacrah untuk menyclenggaran
kewenangan sesuai dengan prakarsa dan inisiatit masyarakat didacrah sclain 6
(cnam) kewenangan yang masih menjadi kewenangan pemerintah pusat antara
lain politik luar negeri, moneter dan fiscal nasional, agama, perfabanan,
kcamanan, dan yudisial. Pelimpahan kewenangan itulah yang kita namakan
dengan “otonomi dacrah”. Pelimpahan itu sccara otomatis juga memindahkan
fokus politik ke dacrah karcna pusat kckuasaan tidak hanya dimonopoli olch
pémerintah pusat| seportidildodisentralisasi nanad telah derdistibush keadadrah,

Pclimpahan kewenangan itu disertai pula dengan pemberian kckuasaan
yang lcbih besar bagi Dewan Perwakilan Rakyat/DPRD dalam menjalankan
fungsi Legislasi, Budgeting dan Controling. Karena dibarapkan dengan “Otonomi
Dacrah” Dewan Perwakilan Rakyat Dacral/DPRD mampu meningkatkan peran
pembuatan peraturan dacrah yang scsuai dengan kebutuhan hukum masyarakat di

daerah.
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Adapun tugas dan wewenang DPRD scbagaimana diatur dalam pasal

42 UU RI nomor 12 tahun 2008 adalah scbagai berikut :

I. Membentuk Perda yang dibahas dengan kepala daerah untuk mendapat

persctujuan bersama;

Membahas dan menyetujui rancangan Perda tentang APBID  bersama

dengan Kepala Dacrah:

A Meclaksanakan pengawasan  tethadap  pelaksanaan Perda dan peraturan
perundang-undangan lainnya, peraturan kepala dacrah, APRD. kebijakan
pemerintah dacrah dalam melaksanakan program pembangunan dacrah, dan
erjasama internasional di daerah;

4. Mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian Gubernur/Wakil kepala
dacrah/wakil kepala dacrah kepada Presiden melalui Menteri Dalam Negeri
bagi DPRD Propinsi dan kepada Menteri Dalam Negeri metalui Gubernur
bagi DPR kabupaten/kota;

5. Memilih wakii kepala dacrah dalam hal terjadi kekosongan jubatan wakil
kepala dacrah:

6. Memberikan pendapat  dan  pertimbangan  kepada pemerintah  dacrah
terhadap reneana perjanjian internasional di daerah;

7. Mcemberikan persctujuan terhadap rencana kerjasama internasional yang
dilukukan olch pemerintah dacrah:

8. Menerima laporan keterangan pertanggungjawaban kepala dacrah dalam
penyclenggaraan pemerintahan dacrah;

9. Membentuk panitia pengawas pemilihan kepala daerah;

10. Mclakukan  pengawasan  dan meminta  laporan  KPUD  dalam
peryelenggaraanpemilihan kepalasdacrali;

I'1. Memberikan persetujuan terhadap rencana kerjasama antardacrah dan
dengan pihak ketiga yangmembebani masyarakat dan dacrah.'

F\J

Salah satu tugas dan wewenang DPRD scbagaimana yang diuraikan di
atas yaitu melaksanakan pengawasan terhadap  pelaksanaan  Perda  dan
peraturan  perundang-undangan.  Namun  pada  kenyataannya  tugas
pengawasan  yang dilakukan DPRD kurang optimal. Hal ini dapat tcrlibat dari

banyaknya Perda yang berlaku di kehidupan masyarakat dengan tidak

'Pasal 42 Undang-Undang No 12 Tahun 2008 Tentang Pemerintah Daerah
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diiringi atau tidak diikuti olch pengetahvan dan  pemahaman  yang
memadai dari masyarakat mecngenai keberadaan Perda atau aturan lainnya
yang berlaku. Tugas dan wewenang DPRD pada nomor satu dan dua terkait
dengan Perda diatur lebih rinci dalam Bab VI Peraturan Dacrah dan Peraturan
Kepala Dacrah UU No. 12 Tahun 2008,

Kedudukan, fungsi dan hak-hak dan kewajiban yang mclekat pada
DPRD sccara formal telah menempatkan DPRD sebagai instansi penting
dalam mckanisme penyelenggaraan  pemerintahan  daerah. Scbagai unsur
pemerintahan dacrah, DPRD menjalankan tugas-tugas di bidang legislatif,
schagai badan perwakilan DPRD berkewajiban menampung aspirasi rakyat dan
memajukan kescjahteraan umum.*

Berdasarkan atas pandangan-pandangan teoritis yang dikemukakan
maupun uraian sccara normatif tentang fungsi badan legislatif, dapat dikatakan
Bahwa dari beberapa fungsi DPRD vangdikéminkakan,ssalahisivw fungsi badan
legislatif (dalam hal ini adalah DPRD Kota Jambi) adalah fungsi pembentukan
Perda. Berkenaan dengan fungsi ini, terdapat adanya hak inisiatif dan hak
mengadakan perubahan atas Rancangan Perda.

Fungsi pembentukan Perda ini merupakan tugas utama dari badan
legislatif dacrah. Scbagaimana dikemukakan oleh Budiardjo, Badan legislatif

adalah lembaga yang /legislatc atau membuat undang-undang. Anggota-

2 §. Pamudji, Peningkatan Kedudukan Fungsi DPRD Dalam Sistem Pemerintahan di Daerah,
(Jakarta: Pustaka Sinar Harapan), 116.
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anggotanya mewakili rakyat, maka dari itu badan ini sering dinamakan badan

perwakilan rakyat atau parlemen’

. Menurut teori yang berlaku tugas utama
dari badan lcgislatif adalah di bidang perundang-undangan®.

Begitu pula menurut Wasistiono, dilihat dari  asal-usul  katanya,
legislatit 710 fegistate) berarti mengatur atau membuat undang-undang. Jadi
tugas pokok legislatif adalah mengatur dalam arti membuat kebijakan yang
bersifat strategis atau membuat undang-undang, *

Marbun mengemukakan bahwa, fungsi pembuatan Perda merupakan
fungsi utama dan asli dari DPRD sebagai badan legislatif. Lewat fungsi ini
DPRD menunjukkan warna dan karakter serta kualitasnya baik secara moril .
maupun sccara fungsional ¢

l.embaga legislatif berfungsi  scbagai lembaga yang mempunyai
wewenang merumuskan kebijaksanaan yang menyangkut kepentingan umum.
Untuksit nc sebagaimana dikemukakan -olehl Wasi stiono’; DPRDbsehagai badan
legislatif dacrah scharusnya menjadi sumber inisiatif, ide dan konsep mengenai

berbagai Perda yang akan mengikat pada masyarakat, scbab merckalah yang

tahu mengenai apa keinginan masyarakat daerah.

jMiriam Budiardjo, Dasar-Dasar ihmy Politik, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2003), 173

Ibid, 183

*Sadu Wasistiono, Esensi Undang-Undung Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan
Dacrah (Bunga Rampai), (Bandung: Alqaprint Jatinagor, 2001), 20.

Marbun, B.N, DPRD Pertumbuhan, Musalah dan Masa Depannya, (Jakarta: Ghalia
Indonesia, 1983), 162

7 Sadu Wasistiono, Esensi Undang-Undang , 21
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DPRD sebagai badan legislatif daerah mempunyai tugas utama
membahas, memusyawarahkan dan menyetujui suatu Perda. Salah satu ukuran
keberhasilan atau ukuran produktifitas DPRD ialah didasarkan atas seberapa
banyak Perda yang disetujui scsuai dengan kebutuhan daerah  yang
diwakilinya, terutama dalam usaha meningkatkan pelayanan pemerintah
daerah terhadap 1nzlsy;11'akat11yus.

Kemampuan DPRD dalam menjalankan fungsi legislasinya dapat
dilihat dari daya persepsi para anggotanya dalam mengangkat berbagai
masalah dalam masyarakat untuk dibicarakan dalam forum DPRD. Dengan
kata lain kemampuan DPRD mewakili kepeatingan rakyat merupakan ukuran
atas kualitas penyclenggaraan fungsinya scbagai wakil rakyat .

Berdasarkan uraian di atas, dapat dikatakan bahwa pembentukan Perda
merupakan tugas utama dan terpenting sebagai badan legislatif dacrah. Untuk
itu seyogyanya DPRD berperan’ menjatankai fungsi' terscbut, yang fergermin
melalui penggunaan hak-hak yang dimiliki DPRD dalam pembentukan.

Scbagai unsur penyelenggara pemerintah daerah, DPRD mempunyai peran
untuk membuat  kebijakan berupa pengaturan dalam bentuk  peraturan
pemerintah  (fungsi legeslasi atau lebih tepat discbut scbagai fungsi
pengaturan),fungsi anggaran dan fungsi pengawasan politik,sebagai wakil

rakyat, DPRD mempunyai fungsi mewakili kepentingan masyarakat. Apabila

S Marbun, DPRD Pertumbuhan, 114
’S Pamudji, Peningkatan Kedudukan Fungsi DPRD, 119
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dihadapkan dengan pihak eksckutif maupun pihak supra dacrah (dacrah yang
lebih tinggi tingkatannya atau pemerintah pusat),serta fungsi representasi yakni
melakukan agregrasi aspirasi masyarakat.'’

B. Kewcenangan DPRD dalam Pembahasan Perda menurut UU No. 12 Tahun 2008

Sistem yang berlaku scbetumnya, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999
maupun Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008, telah memisahkan lembaga
cksekutit dengan legislatif, yaitu Kepala Dacrah beserta Perangkat Dacrah
lainnya yang kemudian disebut Pemerintah Daerah dan lembaga legislatif daerah
yaitu Dcwan  Perwakilan  Rakyat  Dacrah  (DPRD).  Scbelumnya  DPRD
ditempatkan sebagai bagian dari Pemerintah Dacrah, sckarang DPRD adalah
scbagai mitra kerja dan tidak berada di bawah dominasi Kepala Daerah (Gubernur
/ Bupati/Wali Kota).

Perubahan ini dimaksudkan scbagai upaya mewujudkan demokrasi dan
demivkrutisasiidyang merupakand saripatisdaricagesda reformasiitibSesuat dengan
tujuan pcmberian otonomi pada dacrah adalah untuk mengembangkan mekanisme
demokrasi di tingkat daerah dalam bentuk menampung dan menyalurkan aspirasi
masyarakat, baik untuk kepentingan daerah setempat maupun untuk mendukung
kebijauksanaan politik nasional dalam era reformasi saat ini.

Pemisahan DPRD  dari  Pemerintah  Dacrah  adalah  untuk lcbih

memberdayakan DPRD dan  meningkatkan pertanggungjawaban Pemerintah

1 Sadu warsito, Yonatan wiyoso, Meningkatkan Kinerju, 45
' Bambang, Yudoyono. Otonomi Daerah Desentralisasi dan Pengembangan SDM Aparatur
Pemda dan Anggota DPRD, (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 2001),. 49
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Dacrah kepada rakyat. Dampak positif dari pemberdayaan terhadap lembaga
legislatil dacrah adalah DPRD akan lebih aktif di dalam menangkap aspirasi yang
berkembang dalam masyarakat. kemudian mengadopsinya dalam berbagai bentuk
kebijakan publik di daerah bersama-sama Kepala Dacrah."

U paya normatif untuk melakukan format hubungan antara DPRD scbagai
badan legislatif dacrah dengan Pemerintah Dacrah sebagai badan cksekutif dacrah
tclah dilakukan. Hubungan DPRD dan Pemerintah Dacrah itu membawa
implikasi politik yang sangat berarti. Scbab, ketika masih menjadi bagian dari
Pemerintah Dacralh, fungsi DPRD tidak dapai berjalan sebagaimana mestinya.
Dengan format baru, DPRD diharapkan lebih optimal menjalankan fungsinya.l3

Saiah satu fungsi DPRD yang penting adalah fungsi lcgitimasi, yaitu
peranan DPRD dalam membangun dan mengusahakan dukungan bagi kebijakan
dan keputusan Pemerintah Dacrah agar diterima oleh masyarakat luas. Dalam hal
ini DPRD Mménjembatani Pemerinvah " Datrah “dengan rakyat dan mengusahakan
kesepakatan maupun dukungan terhadap sistem politik secara keseluruhan
maupun terhadap kebijakan spesifik tertentu. DPRD menjadi mitra Pemerintah

Dacrah dengan memberikan atau mengusahakan dukungan yang diperlukan dalam

2 Bagir Manan, Menyonsong Fajar  Otonomi Dacrah. Pusat  Studi  Hukum (

Yogyakarta:Fakulas Hukum UII 2001),13-14
13 Abdul Gaffar Karim (Eds), Kompleksitas Persoalan Otonomi Daerah di Indonesia,
(Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2003), 139
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rangka optimalisasi pelaksanaan otonomi daerah dalam kerangka Negara
Kesatuan Republik Indonesia. '

Guna mewujudkan lembaga DPRD supaya berfungsi seperti keinginan
terscbut di atas. perlu diatur kedudukan, susunan, tugas wewenang, hak dan
kewajiban pelaksanaan tugas DPRD dalam suatu perundang-undangan.

1. Perda

Scbelum terbentuknya Peraturan Daerah, pembuatan Peraturan Daerah
sclalu diawali dengan rancangan pc'raturan dacrah. Rancangan pcraturan
dacrah dapat berasal dari DPRD atau Bupati/Walikota. Jika dalam waktu
yang bersamaan (satu masa sidang) kepala dacrah (Bupati/Walikota) dan
DPRD menyampaikan rancangan Perda dengan materi yang sama, maka yang
dibahas adalah rancangan Perda yang disampaikan olch DPRD, scdang
rancangan Perda yang disampaikan oleh kepala dacrah digunakan sebagui
bahan untuk dipersandingkan. (Pasal 140 ayat 1 dan 2 UU No.l2/2008).ll'lul
ini juga diatur dalam Pasal 26 UU No.10/2004, dimana rancangan pergturun
dacrah dapat berasal dari dewan perwakilan rakyat daerah atau gubegjﬁr, atau
bupati/walikota scbagai kepala dacrah.

Ketentuan pasal 140 dan Pasal 26 yang mencmpatkan rancangan
peraturan dacrah DPRD dalam urutan pertama yang harus dibahas terlebih

dalulu dari dua pasal tersebut benar-benar memberikan penguatan terhadap

" penjelasan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2001 Tentang
Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Dacrah



DPRD dalam menjalankan fungsi legislasi dacrah dalam arti DPRD memiliki
peluang dan kewenangan vang luas dalam pembentukan peraturan dacrah.
Dalam Peraturan Pemcrintah  No.25/2004 tentang Pedoman Penyusunan
Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah pasal 95 ayat (1)
sccara tegas dinyatakan juga bahwa, DPRD memegang kekuasaan dalam
membentuk Peraturan Dacrah.

Penguatan DPRD (DPRD heavy) dalam proses legislasi di dacrah
merupakan  konsckuensi logis  dari  lembaga  terscbut  scbagai lembaga
perwakilan. Olch karera itu DPRD dengan kedudukan sebagai lembaga
perwakilan rakyat dacrah  yang salah satu tugas dan  wewenangnya

VeeoaL

1n¢mbéntuk Pc{'da yéng dibahas bc‘rszunav .kcpula daérah hén‘uSi memiliki
kepekaan dalam merespon dan menampung aspirasi yang berkembang di
masyarakat (terutama masyarakat dari dacrah pemilihan yang mercka wakili)
dalameproses pembabasandldwipenentumn Perdi

Untuk mengkaji pembentukan Perda partisipatif dan pada tahapan
mana dari rancangan perda tersebut yang mcnmngkinkan terwujudnya
partisipasi masyarakat, baik rancangan perda inisiatif/usul/prakarsa DPRD
nfuupun rancangan perda dari kepala dacrah, maka pengkajian rancangan
Perda akan difokuskan pada tahapan atau tingkatan pembahsan yang

dilakukan oleh DPRD maupun képala dacrah scsuai dengan PP No. 25/2004

dan Kcepmendagri No. 162/2004.
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2. Pembahasan Perda

DPRD memiliki peluang dan  kewenangan yang luas  dalam
pembentukan peraturan daerah. Untuk itu dengan peluang dan kewenangan
tersebut  adakah kemauan dan kemampuan para anggota DPRD  untuk
melaksanakan kewenangannya dalam pembuatan Perda.

Pengkajian terhadap rancangan peraturan dacrah akan difokuskan pada
tahap-tahap pembahasannya. Hal ini untuk menemukan norma tentang
peluang dimana partisipasi masyarakat dalam proses pembahasan rancangan
peraturan daerah dapat dilakukan beserta mekanismenya,

Rancangan Perda disampaikan olch anggota, komisi, gabungan komisi,
dan atau alat kelengkapan DPRD yang khusus menangani bidang legislasi
(Pasal 141 ayat (1) UU No. 12/2008) dan Pasal Z8 ayat (1) UU No. 10/2004.
Berdasarkan atas ketentuan tersebut gagasan untuk membentuk sebuah Perda
dapatdinsuikan olch setidp anggota DFRLY

Dalam undang-undang tersebut tidak ada penjelasan lebih lanjut
tentang berapa jumlah anggota dapat mengusulkan scbuah perda. Namun
DPRD scbagai lembaga politis, usulan anggota untuk membentuk Perda
sctidak-tidaknya akan dilakukan dengan mckanisme politis juga, yakni ada
tidaknya dukungan dari anggota lain yang mcrasa berkepentingan. Berbeda
dengan yang mengusulkan komisi, gabungan komisi atau kelengkapan DPRD

bidang legislasi tidak perlu menghitung jumlah anggota karena mereka
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merupakan alat kelcngkapan DPRD. Dengan demikian, pada prinsipnya sctiap
anggota DPRD dapat memberikan usulan, dimana matcrinya dapat berasal
dari hasil audiensi maupun hasil penjaringan di masyarakat ketika masa reses
dilakukan.

Pclaksanaan legislasi dacrah merupakan tugas dan wewenang serta
salah satu fungsi penting dari DPRD yang rutin dilakukan menyangkut
produk hukum Peraturan Dacrah, namun dalam struktur alat kelengkapan
DPRD tidak ada alat khusus DPRD yang membidangi legislasi daerah, Dalam

Pasal 46 (1) UU Pemerintahan Dacrah, alat kelengkapan DPRD iterdiri atas

1. Pimpinan;

2. Komisi;

3. Panitia Musyawarah; -

4. Panitia Anggaran; Badan Kchormatan: dan
5. Alat kelengkapau lain yang diperlukan.

Dari ketentuan Pasal tersebut, sebenamya ada dasar untuk membentuk
badan’ [Egislagi dactah yang Kluyus “reitan gaini “pemberrt ukan Perdactinggal
kemauan untuk itu. Jika ada badan legislasi daerah tentunya proscs
penampungan aspitasi dalam rangka partisipasi masyarakat akan lebih mudah
dan efektif.

Tahapan pembahasan rancangan peraturan dacrah baik rancangan yang
berasal dari DPRD maupun dari Kepala dacrah baik dalam PP No. 25/2004
tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Tata Tertib DPRD maupun dalam

Kepmendagri No. 162/2004 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Tata
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Tertib DPRD (yang munculnya menimbulkan polemik karena Kepmendagri
tersebut ditetapkan Icbih dahulu yaitu tanggal 12 Juli 2004, scdang PP
terscbut ditetapkan dan diundangkan pada tanggal 28 Agustus 2004 ) dibagi
dalam 4 tahap atau tingkatan vang dilakukan DPRD bersama Kepala dacrah.

Pembicaraan tingkat pertama, meliputi @ penjelasan Kepala Dacrah
dalam Rapat Paripurna tentang penyampaian Raperda yang berasal dari
Kepala Daerah, atau penjclasan dalam Rapat Paripurna olch Pimpinan
Komisi/Gabungan Komisi atau Pimpinan Panitia Khusus terhadap Raperda
dan atau Perubahan Perda atas usul prakarsa DPRD.

Pembicaraan tingkat kedua meliputi @ dalam hal Raperda yang berasal
dari Kepala Dacral: a) pemandangan umum  dari fraksi—fn‘éksi terhadap
Raperda yang berasal daii Kepala Dacrah, b) jawaban Kepala Dacrah terhadap
pemandangan umum (raksi-fraksi. Dalam hal Raperd pendapat Kepala Dacrah
torhadapc Raperdaatase asud dDPRD; by jasiabani rdaric fraksidfraksi tcrhadap
pendapat Kepala Dacrah.

Pembicaraan tingkat kectiga, meliputi pembahasan dalam rapat
Komisi/Gabungan Komisi atau Rapat Panitia Khusus dilakukan bersama-
sama dengan Kepala Dacrah atau Pejabat yang ditunjuk. Pembicaraan tingkat
keempat meliputi : 1) pengambilan keputusan dalam Rapat Paripurna yang
didahului dengan : a. laporan hasil pembicaraan tahap ketiga; b. pendapat

akhir fraksi; c¢. pengambilan keputusan. 2) penyampaian sambutan Kcepala
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Dacrah terhadap pengambilan keputusan. Terhadap Raperda yang telah
disctujui bersama oleh DPRD dan Kcpala Duacrah disampaikan olch Pimpinan
DPRD kepada Kepala Daerah untuk ditctapkan menjadi Peraturan Daerah.

Bagaimana jika dalam masa sidang terdapat dua rancangan peraturan
dacrah, yaitu dari DPRD dan dari Kepala dacrah. Pengaturan terhadap hal ini
dapat ditemukan dalam UU No. 10/2004 Pasal 31 dan UU No. 12/2008 Pasal
140 ayat (2) “Apabila dalam suatu masa sidang, gubernur atau
bupati/walikota dan dewan  perwakilan  rakyat  daerah  menyampaikan
rancangan peraturan daerah mengenai materi yang sama, maka yang dibahas
adalahrancangan peraturan dacrahyang disampaikan oleh dewan perwakilan
rakyat daerah, scdangkan rancangan peraturan dacrah vyang disampaikan olch
gubcernur, bupati/walikota digunakan scbagai bahan untuk dipersandingkan”.

Ketentuan dalam dua UU tersebut berbeda dengan ketentuan dalam PP
N, 125/2004Pasal 96 dand Kepmeindagri NGz 162/2004 . Pasal 1100 Dwacpasal
dalam dua produk hukum terscbut mencgaskan, Apabila terdapat dua
Rancangan Pcraturan Daerah yang diajukan mengenai hal sama, yang
dibicarakan adalah Rancangan Peraturan Dacrah yang ditcrima terlebih
dahulu, sedangkan Rancangan Pcraturan Dacrah yang diterima kemudian
dipcrgunakan scbagai pelengkap.

Secara prosedur dan substansial ketentuan dalam  Peraturan

Pemerintah dan Kepmendagri tersebut terjadi penyimpangan (konflik) dari
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ketentuan dalam dua UU terscbut. Secara proscdur, menurut UU yang akan
dibahas jika ada dva Raperda yang diajukan sccara bersamaan dalam masa
sidang yang sama adalah Raperda yang dari DPRD, namun menurut PP dan
Kepmendagri yang dibicarakan (vang diutamakan) untuk dibahas adalah
Raperda yang diterima terlebih dahutu. Artinya jika yang ditcrima lebih
dahulu Raperda dari Kepala Daerah, maka Raperda terscbut yang akan
diutamakan untuk dibahas. Kctentuan dalam PP dan Kepmendagri tersebut
menafikkan (menghilangkan) prinsip yang mengutamakan Raperda usulan
DPRD. Hal ini bertentangan dengan  ketentuan Pasal 95 ayat (1),
Kepmendagri terscbut yang berbunyi bahwa, DPRD memegang kekuasaan
membentuk Peraturan Dacrah.

Sceara substansial, Raperda dari Kepala Dacrah jika yang diutamakan
untuk dibahas Raperda yang dari DPRD, menurut kedua UU  terscbut
Uigunakan scbagai balwr vhtuk dipersandingkan. ArtinyaRaperdadaricKepala
Dacrah akan dijadikan bahan untuk dibandingkan dengan prinsip jika Raperda
dari DPRD tidak atau kurang sempurna, maka Raperda dari Kepala Dacrah
dapat dijadikan bahan bandingan. Sedang menurut PP dan Kcepmendagri,
Raperda yang diterima kemudian (bisa dari DPRD atau dari Kepala Dacrah)
dipergunakan scbagai pelengkap. Bagaimana penyelesaiannya jika terjadi

konflik norma seperti tersebut di atas.
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Dalam teori hukum jika terjadi konflik norma (anzinomi) maka
penyelesaiannya adalah dengan menggunakan asas-asas dalam hukum (PM
Hadjon, 1994:13) yakni asas “/ex superior derogat legi inferior”, peraturan
vang lebih tinggi mengalahkan yang Icbih rendah.

Berdasarkan uraian di atas. jelas sckali bahwa DPRIDY memiliki
kewenangan yang lebih luas untuk mengusulkan rancangan peraturan dacrah
dalam proses legislasi dacrah. Untuk itu bagaimana mengoptimalkan dan
melaksanakan  (politik  hukun  positif)  kewenangan  (erscbut  dengan
melibatkan rakyat didacrah  mclelui  clemen-clemen  masyarakat  yang
berkompeten untuk itu. Scbab hakekat dari otomomi dacrah (scbagai
pelaksanaan dari desentralisasi baik politik maupun ckonomi) adalah untuk
mendekatkan dalam proses pengambilan kebijakan/keputusan dengan rakyat
daerah sctempat.

Déngan kedwdukish DPRDssebagaiz lembagac perivikilamarakyat  di
daerah, dan kewenangan yang Iebih luas dalam proses pembentukan peraturan
dacrah, maka sikap responsi anggota DPRD dan terjalinnya komunikasi yang
intensif dan harmonis dengan rakyat di dacrah sangat tcpat jika rakyat
menyampaikan partisipasinya dalam proses pembahasan dan  penentuan
sebuah Perda melalui lembaga ini. Terhadap hal ini penjelasan Pasal 139 ayat

(1) UU No. 12/2008 mencgaskan, hak masyarakat (hak untuk memberikan
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masukan dalam rangka penyiapan atau pembahasan Raperda) dalam«ketentuan
ini dilaksanakan sesvai dengan Pcraturan Tata Tertib DPRD.
Materi Muatan Perda

Materi muatan Peraturan Dacrah telah diatur dengan jelas dalam UU
No.10/2004 dan UU No.12/200=%. Pasal 12 UU No.10/2004 menyatakan:
“Materi muatan Peraturan Dacrah adalal seluruly materi muatan dalam rangka
penyelenggaraan otonomi dacrah dan tugas pembantuan, Jdan menampung
kondisi khusus dacrah scrta penjabaran lebif lanjut peraturan perundang-
undangan yang lebih tinggi” Pasal 5 UU No.10/2004 jo Pasal 138 UU
No.12/2008, menentukan materi Perda harus memperhatikan asas materi
muatan PUU antara lain asag kescimbangan, keserasian, dan keselarasan, dan
yang tcrpenting  ketentuan  Pasal 7 ayat (4) dan ayat (5) UU
No.10/2004 joPasal 136 ayat (4) UU No.12/2008 bahwa matcri Perda
ilalany bertenlanganw dergan kepentimgan’ antuny darr fatau peratarand PUU
yang lcbih tinggi. Dalam penjclasan Pasal 136 ayat (4) UU No.12/2008
dijelaskan bahwa “bertentangan dengan kepentingan umum’”™ adalah kebijakan
yang berakibat  terganggunya  kerukunan  antar  warga  masyarakat,
terganggunya pelayanan umum, dan terganggunya ketentraman/ketertiban
umum scrta kebijakan yang bersifat diskriminatif,

Sclanjutnya pengaturan yang bersifat khusus  dalam  tata cara

penyusunan Perda yakni mekanisme cvaluasi secara berjenjang terhadap
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Raperda tentang APBD (Pasal 185 s.d Pasal 191 UU No.12/2008), Raperda
tentang Pajak Dacrah, Raperda tentang Retribusi Dacrah (Pasal 189 UU
No.12:2008). Evaluasi atas Raperda terscbut ditujukan untuk melindungi
kepentingan umum, menyelaraskan dan menyesuaikan materi Perda dengan
PUU yvang lebih tinggi dan/atau Perda lainnya. Ketentuan ini mengisyaratkan
bahwa pengharmonisasian Perda dilakukan baik sccara vertikal maupun
horizontal.

Raperda yang mengatur pajak dacrah, retribusi dacrah, APBD. dan
RTRW scbelum disahkan oleh kepala dacrah terlebih dahulu dicvaluasi olch
Menteri Dalam Negeri untuk Raperda provinsi. dan oleh Gubernur terhadap
Raperda kubuimlcnﬂkota.

Kctentuan mengenai tata cara cvaluasi Rapewda tentang pajak dan
retribusi diatur dalam No.28 Tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi (Pasal
[577§ad°Pasal’'P58); 2 sedangkan U pengatirag'mengenaid tib ¢dara cevaluasi
Raperda RTRW terdapat dalam UU No.26 Tahun 2007 tentang Penataan
Ruang.

Raperda tentang pajak dan retribusi yang telah disctujui kepala dacrah
dengan DPRD scbelum ditetapkan  disampaikan  kepada Menteri Dalam
Negeri dan Menteri Keuangan untuk Raperda Provinsi untuk dicvaluasi untuk
divji kesesuaiannya dengan UU No.28/2009, kepentingan umum, dan/atau

PUU lain yang lebih tinggi. Dalam hal hasil cvaluasi berupa penolakan
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Raperda dimaksud dapat diperbaiki oleh gubernut/ bupati/walikota bersama
DPRD vyang bersangkutan, untuk kemudian disampaikan kembali kepada
digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id
~Menteri Dalam Negeri dan Menteri Keuangan. Mekanisme tersebut berlaku
mutatis mutandis bagi Raperda kabupaten/kota tentang pajak restribusi
dengan perbedaan cvaluasi dilakukan oleh gubernur berkoordinasi dengan
Menteri Keuangan.

Sesuai ketentuan Pasal 18 UU No.26/2007 penetapan Raperda provinsi
tentang rencana lata ruang wilayah provinsi dan rencana rinci tata ruang
terlebih dahulu harus mendapat persetujuan substansi dari Menteri PU; dan
penetapan Raperda kabupaten/kota tentang rencana tata ruang  wilayah
kabu]mlcﬁfkmu dun_rcncunu rinci tata ruang terlebih dahulu harus mendapat
persctujuan substansi dari Menteri PU - setelah mendapatkan rekomendasi
gubernur. Pengaturan lebih lanjut mengenai tata cara persctujuan substansi

digl Rt d gielie - diaram cPPI IR 15720 10 il ik Permpdfefig dariinge Peifataan
Ruang. Sesuai PP ini, persctujuan bersama Raperda provinsi tentang RTRW
antara gubernur dengan DPRD provinsi yang didasarkan pada persetujuan
substansi dari Menteri PU, dan kewajiban untuk menyampaikan Raperda
terscbut kepada Menteri Dalam Negeri untuk dievaluasi. Mekanisme ini
berlaku mutatis mutandis bagi Raperda RTRW  kabupaten/kota dengan

perbedaan evaluasi dilakukan oleh gubernur.

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id



Ketentuan mengenai pcmbatalan Perda diatur dalam Pasal 145 UU
No.12/2008. Sesuai ketentuan Pasal ini Perda yang telah ditetapkan bersama
- Pemda dan  DPRD wajib disampaikan kepada Pemerintah melalui
Kementerian Dalam Negeri paling lama 7 hari setelah ditctapkan. Pemerintah
harus telah memberikan keputusan atas Perda tersebut paling lama 60 hari
scjak Perda diterima. Dalam hal Perda dinyatakan bertentangan dengan
kepentingan umum dan/atau PUU yang lebih tinggi dapat dibatalkan olch
Pemerintah yang ditetapkan dengan Peraturan Presiden. Sclanjutnya paling
lama 7 hari setelah keputusan pembatalan, kepala  dacrah  harus
memberhentikan pelaksanaan Perda dan bersama DPRD mencabut Perda
d.imaksud; Dacrah yang tidak dapat mencrima keputusan pembatalan Perda
dengan alasan yang dapat dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan,
kepala daerah dapat mengajukan keberatan kepada Mahkamah Agung,

KHUsUs ' metgenal” péinbataian “Perda tentang  Pajak PdanRestribusi
berdasar ketentuan dalam UU No.28 Tahun 2009, Perda yang telah ditetapkan
oleh gubernur/bupati/walikota dibatalkan apabila bertentangan kepentingan
umum dan/atau peraturan perundangundangan yang lebih tinggi atas
rckomendasi dari Menteri Kcuangan kepada Presiden yang disampaikan
melalui Menteri Dalam Negeri. Keputusan pembatalan Peraturan Daerah
ditetapkan dengan Peraturan Presiden paling lama 60 (enam puluh) hari kerja

sejak diterimanya Perda oleh Menteri Keuangan dan Menteri Dalam Negeri.
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Sclanjutnya sesuai Pasal 159 UU No.28 Tahun 2009 dacrah yang tidak
menyampaikan Perda tentang Pajak dan Retribusi kepada Menteri Keuangan
dan Menteri Dalam Negeri dikenai sanksi berupa penundaan atau pemotongan
Dana Alokasi Umum dan/atau Dana Bagi Hasil atau restitusi.

Landasan Hukum Perda

Sesuai asas desentralisasi dacrah memiliki kewenangan membuat
kebijaukan  dacrah  untuk mengatur urusan pemerintahannya  sendiri.
Kewenangan  dacrah  mencakup  scluruh - kewenangan  dalam bidang
pemerintahan, kecuali bidang politik luar ncgeri, pertahanan, keamanan,
yustisi, moncter dan ﬁskai nasional, dan agama yang diatur dalam kctentuan
Pasal 10 ayat (3) UU Nomor 12 Tahun 2008.

Urusan  wajib yang menjadi  kewenangan  dacrah  diaiur dalam
ketentuan Pasal 13 dan Pasal 14 yang telah diatur lebih lanjut dengan PP No.
3820077 “ent ang V' Pembagian PUiusan- Pemerinlahiait Cantara Pcmérﬂ1luh,
Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten/Kota. Dalam rangka
penyelenggaraan Pemerintahan Dacrah, Pemerintah juga telah menetapkan PP
No.41/2007 tentang Organisasi Perangkat Dacrah. Untuk menjalankan urusan
pemerintahan dacrah scbagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah
tersebut,  Pemerintah Dacrah  memerlukan  perangkat  peraturan

perundang-undangan.
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Pasal 18 ayat (6) UUD 1945 yang menyatakan " Pemerintahan Daerah
berhak menetapkan Peraturan Daeralh dan peraturan-peraturan lain untuk
melaksanakan  otonomi  dan -tugas pembantuan’ Ketentuan  Konstitusi
tersebut dipertegas dalam UU No.10/2004  yang menyatakan jenis PUU
nasional dalam hicrarki paling bawah scbagaimana ditentukan dalam Pasal 7
UU yang sclengkapnya berbunyi:

Pasal 7

(1) Jenis dan hicrarki Peraturan Perundang-undangan adalah scbagai berikut:
I. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1943,

2. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang:

3. Pcraturan Pemerintah:

4. Pcraturan Presiden;

5. Peraturan Dacrah.

(2) Peraturan Dacrah scbagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf ¢ meliputi:
I. Pecraturan Dacrah provinsi dibuat oleh dewan perwakilan rakyat

dacrah provinsi bersama dengan gubernur;

2. Peraturan Dacrah kabupaten/kota dibuat oleh dewan  perwakilan
rakyat dacrah kabupaten/kota bersama bupati/walikota:

3. Peraturan Desa/peraturan  yang  sctingkat, dibuat  oleh  badan
perwakilan desa atau nama lainnya bersama dengan kepala desa atau
naina Taimiya:

(3) Ketentuan lebih  Janjut mengenai tata cara pembuatan  Peraturan
Desa/peraturan  yang sctingkat diatur dengan  Pcrataran  Daerah
kabupaten/kota yang bersangkutan.

(4) Jenis Peraturan Perundang-undangan selain scbagaimana dimaksud pada
ayat (1), diakui kcberadaannya dan mempunyai kckuvatan  hukum
mengikat scpanjang diperintahkan oleh Peraturan Perundang-undangan
yang lebih tinggi.

(5) Kckuatan hukum Pcraturan Perundang-undangun adalah sesuai dengan
hicrarki scbagaimana dimaksud pada ayat (1).

Berdasarkan Ketentuan ayat (3), ayat (4), dan ayat (3), PUU tunduk
pada asas hicrarki yang diartikan suatu PUU yang lebih rendah tidak bolch

bertentangan dengan PUU yang lebih tinggi tingkatannya atau derajatnya.



Sesuai asas hierarki dimaksud PUU merupakan satu kesatuan sistem yang
memiliki ketergantungan, kcterkaitan satu dengan yang lain. Untuk itu Perda
dilarang bertentangan dengan PUU yang lebih tinggi. Perda harus didasarkan
pada Pancasila yang mecrupakan sumber dari scgala sumber hukum negura
(Pasal 2 UU No.10/2004). UUD 1945 yang mcrupakan hukum dasar dalam
PUU (Pasal 4 ayat (1) UU No.10/2004, asas-asas pembentukan PULU
sebagaimana diatur dalam Pasal § UU No.10/2004 jo Pasal 137 UU No.
12/2008.

Kedudukan Perda juga dapat ditinjau dari  aspck kewenangan
membentuk  Perda. Pasal 1 angka 2 UU No.10/2004 menyatakan

s

bahwa: "P(.’I"c’lllll}’l']l_ | /)Ll’fllll(/:'Illg-;l;/.’lllcf.’:?ll ;’ldilléill peraluran )Bﬁll/fb’ yang
dibentuk oleh lembaga ncgara atan pejabat yvang berwenang dan mengika
secara umum’. Kewenangan pcmbcntukm; Peraturan Dacrah berada pada
Kepald' Daerak dan DPRIY. 18P ini sesual ‘WU No 1272008 2Pasdl 257 hiiruf ¢
bahwa "Kepala Dacrah mempunyai tugas dan wewenang menetapkan Perda
vang telah mendapat persctujuan bersama DPRD™ dan Pasal 42 ayat (1) huruf
a bahwa DPRD mempunyai tugas dan wewenang membentuk Perda yang di
bahas dengan Kcpala Dacral untuk mendapat persetujuan bersama’, dan Pasal
136 ayat (1) bahwa”Perda ditetapkan olch Kepala Dacrah setelah mendapat

persetvjuan bersama DPRD.
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Memperhatikan  ketentuan mengenai  Perda dirpaksud, dapat
disimpulkan bahwa Perda mempunyai berbagai fungsi antara lain sebagai
instrumen kebijakan di dacrah untuk melaksanakan otonomi daerah dan tugas
pcmbantuan - sebagaimana diamanatkan dalam UUD 1945 dan UU
Pemerintahan Dacrah namun Perda terscbut pada dasarnya merupakan
peraturan pelaksanaan dari PUU yang lebih tinggi. Selain itu Perda dapat
berfungsi sebagai istrumen kebijakan untuk penampung kekhususan dan
kcragaman daerah serta penyalur aspirasi masyarakat di dacrah, namun dalam
pengaturannya tetap dalam koridor Negara Kesatuan Republik Indonesia yang
berlandaskan Pancasila dan UUD 1945.

- Dalam rtangka harmonisasi, asas hicrarki dilaksanakan  mclalui
pembatalan perda oleh Pemerintali apabila bertentangan dengan peraturan
perundang-undangan yang lebih tinggi dan/atau bertentangan dengan
keperitingan d wintuiy) s Asas Gicrarkisjugal denbmbutkandlakirhya hak antuk
menguji Perda tersebut baik secara formal (formele toctsingsrechf) maupun
material (materiele. toetsingsrechf). Hak menguji formal adalah wewenang
untuk menilai apakah suatu produk hukum tclah dibuat melalui cara-cara
(procedure) sebagaimana telah ditentukan/diatur dalam PUU; sedangkan hak
menguji material adalah suatu wewenang untuk menyelidiki dan kemudian
menilai, apakah suatu produk hukum isinya sesuai dengan peraturan

perundang-undangan yang lebih tinggi derajatnya, serta apakah suatu
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kekuasaan tertentu (verordenende macht) berhak mengeluarkan  suatu
peraturan tertentu.

- - Selainyang diuraikan di-atas-peraturan yang terkait-dengan Peraturan
daerah dan-kewenangan DPRD terdapat pada UU No. 12 Tahun 2008 dalam
bab 4.

Pasal 136

(1) Perda ditetapkan oleh kepala daerah sctelah mendapat  persctujuan
bersama DPRD.

(2) Perda dibentuk dalam rangka penyelenggaraan otonomi dacrah provinsi/
kabupaten/kota dan tugas pembantuan.

(3) Perda scbagaimana dimaksud pada ayat (1) mcrupakan penjabaran lebih
Janjut dari peraturan perundang-undangan yang lcbih tinggi dengan
mempethatikan ciri khas masing-masing daerah.

(4) Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilarang bertentangan dengan

"~ kepentingan umum dan/atau peraturan perundang-undangan yang lebih
tinggi.

(3) Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berlaku sctelah diundangkan
dalam lembaran dacrah.

Pasal 137

Perda dibentuk berdasarkan pada asas pembentukan peraturan perundang-
undangan yang meliputi:
a. kcjelasan tujuan;
b. kelembagaan atau organ pembentuk yang tepat;
¢. kesesuaian antara jenis dan materi muatan;
d. dapat dilaksanakan;
¢. kedayagunaan dan kehasilgunaan;
f. kejclasan rumusan; dan
g. keterbukaan.

Pasal 138
(1) Materi muatan Perda mengandung asas:
a. pengayomat;
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. kemanusiaan;

kebangsaan;

. kekeluargaan;

kenusantaraan;

bhineka tunggal ika:

keadilan;

h. kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan;

e o o

@ ™o

i. ketertiban dan kepastian hukum; dan/atau

j. keseimbangan, keserasian, dan keselarasan,
(2) Selain asas scbagaimana dimaksud pada ayat (1), Perda dapat memuat
asas lain sesuai dengan substansi Perda yang bersangkutan.

Pasal 139
(1) Masyarakat berhak memberikan masukan sccara lisan atau tert ulis dalam
rangka penyiapan atau pembahasan rancangan Perda.
(2) Persiapan pembentukan, pembahasan, dan pengesahan rancangan Perda
berpedoman kepada peraturan perundang-undaigan.

Pasal 140

(1) Rancangan Perda  dapat berasal  dari DPRD,  Gubernur, atau
Bupati/Walikota.

(2) Apabila dalam satu masa sidang, DPRD dan Gubernur atau
Bupati/Walikota menyampaikan rancangan Perda mengenai matceri yang
sama maka yang dibahas adalah rancangan Poerda yang disampaikan olch
DPRD, scdangkan rancangan Perda yang disampaikan Gubcrnur atau
Bupati/Walikota digunakan scbagai bahan untuk dipersandingkan.

(3) Tata cara mempersiapkan rancangan Perda yang berasal dari Gubernur
atau Bupati/Walikota diatur dengan Peraturan Presiden.

Pasal 141
(1) Rancangan Pcrda disampaikan olch anggota, komisi, gabungan komisi,
atau alat kelengkapan DPRD yang khusus menangani bidang legislasi.
(2) Kctentuan lebih lanjut mengenai tata cara mempersiapkan rancangan
Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Tata
Tertib DPRD.
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Pasal 142
Penyebarluasan rancangan Perda yang berasal dari DPRD dilaksanakan
olch sekretariat DPRD.
Penyebarfuasan rancangan Perda yang berasal dari” Gubernur, atau
Bupati/Walikota dilaksanakan olch sckretariat daerah.

Pasal 143
Perda dapat memuat ketentuan tentang pembebanan biaya paksaan
pencgakan hukum, sclurubnya atau scbagian kepada pelanggar scsuai
dengan peraturan perundangan.,
Perda dapat memuat ancaman pidana kurungan paling lama 6 (cnam)
bulan atau denda paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta
rupiah).
Perda dapat memuat ancaman pidana atau denda selain scbagaimana
dimaksud pada ayat (2), sesuai dengan yang diatur dalam peraturan
perundangan lainnya.

Pasal 144
Rancangan Perda yang telah disctujui bersama oleh DPRD dan Gubernur
atau  Bupati/Walikota disampaikan olch  pimpinan  DPRD  kepada
Gubernur atau Bupati/Walikota untuk ditctapkan sebagai Perda.
Penyampaian rancangan Perda scbagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilakukan dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari tcrhitung scjuk
tanggal persetujuan bersama.
Rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2)
ditetapkan olch Gubernur atau Bupati/Walikota paling lama 30 (tiga
puluh) hari scjak rancangan terscbut disctujui bersama.
Dalam hal rancangan Perda tidak ditctapkan Gubernur — atau
Bupati/Walikota dalam waktu scbagaimana dimaksud pada ayat (3)
rancangan Perda terscbut sah menjadi Perda dan wajib diundangkan
dengan memuatnya dalam lembaran dacrah.
Dalam hal sahnya rancangan Perda scbagaimana dimaksud pada ayat (4).
rumusan kalimat pengesahannya berbunyi, “Perda ini dinyatakan sah,”
dengan mencantumkan tanggal sahnya.
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(6) Kalimat pcngesahan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) harus
dibubuhkan pada halaman terakhir Perda sebelum pengundangan naskah
Perda ke dalam lembaran daerah.

Pasal 145

(1) Perda disampaikan kepada Pemerintah paling lama 7 (tujuh) hari sctelah
ditetapkan.

(2) Perda schagaimana dimaksud pada ayat (1) vang bertentangan dengan
kepentingan umum dan/atau peraturan perundang-undangan yang lebih
tinggi dapat dibatalkan oleh Pemerintah.

(3) Keputusan pembatalan Perda scbagaimana dimaksud pada ayat (2)
ditetapkan dengan Peraturan Presiden paling lama 60 (enam puluh) hari
scjak diterimanya Perda scbagaimana dimaksud pada ayat (1).

(4) Paling lama 7 (tujuh) hari setclah keputusan pembatalan scbagaimana
dimaksud pada ayat (3), kepala dacrah harus memberhentikan
pclaksanaan Perda dan  selanjutnya DPRD bersama  kepala  dacrah
mencabut Perda dimaksud. _

(5) Apabila provinsi/kabupaten/kota tidak dapat mencrima keputusan
pembatalan Perda scbagaimana dimaksud pada ayat (3) dengan alasan
yang dapat dibenarkan olch peraturan  perundang-undangan, kepala
dacrah dapat mengajukan keberatan kepada Mahkamah Agung,

(6) Apabila keberatan scbagaimana dimaksud pada ayat (5) dikabulkan
sebagian  atau secluruhnya, putusan Mahkamah Agung tersebut
menyatakan Pcraturan Presiden menjadi batal dan tidak mempunyai
kekuatan hukum.

(7) Apabila Pemerintah tidak mengeluarkan Peraturan  Presiden untuk
membatalkan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Perda
dimaksud dinyatakan berlaku.

Pasal 146
(1) Untuk melaksanakan Perda dan atas kuoasa peraturan perundang-
undangan, kepala dacrah menetapkan peraturan kepala dacrah dan atau
keputusan kepala dacrah.
(2) Peraturan kepala dacrah dan atau keputusan kepala dacrah scbagaimana
dimaksud pada ayat (1), dilarang bertentangan dengan kepentingan
umum, Perda, dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.
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Pasal 147

(1) Perda diundangkan dalam Lembaran Daerah dan Peraturan Kepala
Daerah divndangkan dalam Berita Daerah.

(2) Pengundangan Perda dalam Lembaran Dacrah dan Peraturan Kepala
Daerah dalam Berita Daerah dilakukan oleh Sckretaris Dacrah.

(3) Pemerintah . dacrah  wajib = mcoycbarluaskan  Perda  yang telah
diundangkan dalam Lembaran Daerah dan Peraturan Kepala Dacrah
yang tclah divndangkan dalam Berita Daerah.

Pasal 148
(1) Untuk membantu kepala dacrah dalam menegakkan Perda  dan
penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat dibentuk
Satuan Polisi Pamong Praja.
(2) Pcmbentukan dan susunan organisasi  Satuan Polisi Pamong Praja
scbagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada Peraturan
Pcmerintah.

Pusal 149

(1) Anggota Satuan Polisi Pamong Praja dapat diangkat scbagai penyidik
pegawai negeri sipil sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan.

(2) Penyidikan dan penuntutan terhadap pelanggaran atas ketentuan Perda
dilakukan  oleh. pejebat  penyidik dan _penuntut umum, sesuai dengan
peraturan perundang-undangan.

(3) Dengan Perda dapat juga ditunjuk pejabat lain yang diberi tugas untuk
melakukan penyidikan terhadap pelanggaran atas ketentuan Perda.

Demikianlah uraian dalam UU No. 12 Tahun 2008 terkait dengan
Perda baik isi maupun kriteria-kriteria yang harus dipenuhi dalam
pembuatannya. Scbagaimana yuang dijelaskan scbelumnya bahwa kewenangan
DPRD telah diatur dalam UU No. 12 Tahun 2008. Dimana salah satu dari
kewenangan DPRD adalah melaksanakan fungsi legislasi yaitu ikut dalam

pembuatan dan pengawasan Perda. Pada pasal 95 ayat (1) PP Nomor 25



Tahun 2004 tentang PedomanTata Tertib DPRD disebutkan bahwa : “ DPRD
memegang kekuasaan membentuk Perda”.(Konkordan dengan Pasal 20 UUD

1945 yang menyebutkan bahwa DPR memegang kekuasaan membentuk UU).

C. Tata Cara Pcnyusunan Perda

Hampir sama dengan  proses  pembuatan  undang-undang,  proses
pembuatan Perda juga dapat muncul melalui dua jalur, yaitu atas usulan eksckutif
{pemda) dan atas usulan legislatif (DPRD). Sclama kebijakan otonomi bergulir
vang ditandai dengan lahirnya UU No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan
Dacrah instrumen hukum dari pemerintah pusat  yang dijadikan landasan atau
acuan dalam menvusun peraturan di tingkat dacral terbatas pada PP No. 1 Tahun
2001 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib DPRD, dan Kepmendagri No. 23
Tahun 2001 tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum Dacrah. Dalam
prakteknya, karena lazimnya proscdur penyusuman rancangan Perda dtas usulan
DPRD diatur dalam tata tertib DPRD —- yang penyusunannya mengacu pada PP
No. 21 Tahun 2001 -- maka usulan rancangan Perda atas usulan DPRD lebih
mengacu pada PP No. 1 Tahun 2001. Sedangkan Kepmendagri No. 23 Tahun
2001 lebih diperlakukan sebagai pedoman penyusunan rancangan Perda atas
usulan Pemda.

Tata tertib DPRD yang mcnjadi pedoman penyusunan rancangan

peraturan dacrah (Raperda) ternyata tidak hanya sekadar mengacu pada PP No. |
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Tahun 2001, kenyataannya tatib yang disusun olch DPRD yang dituangkan dalam
keputusan DPRD, malah menyerupai PP No. | Tahun 2001. Itu scbabnya dari segi
isi tidak terdapat perbedaan yang signifikan antar tatib di seluruh kabupaten/kota,
kecuali untuk hal yang sifatnya penyesuaian. Lain halnya dengan Raperda usulan
DPRD, proscdur penyusunan Raperda usulan pemda saat ini diatur mclalui
Kepmendagri No. 23 Tahun 2001. Pada bagian mengingatnya kepmendagri ini
mencantumkan Keppres No. 188 Tentang Tata Cara Memperssiapkan Rancangan
Undang-undang, namun demikian kepmendagri ini tidak dapat dikatakan scbagai
aturan pelaksanaan dari keppres tersebut. Hal ini tidak lain dikarenakan Keppres
No. 188 Tahun 1998 hanya dipcruntukkan untuk penyusunan UU, tidak untuk
Perda atau peraturan yang lainnya. Dengan dcrnikian dapat dikatakan bahwa
pencantuman Keppres No. 188 Tahun 1998 merupakan  suatu kekeliruan
meskipun dari segi materi kepmendagri ini merupakan dari Keppres terscbut.
Difihat’ dari $egi‘iSinyd, kepimendagr Now 23 Taliuy 2007 pub belunt meniberikan
peluang yang banyak kepada publik untuk berpartisipasi dalam penyusunan

Raperda.



BAB IV
ANALISIS. YURIDIS .12 TAHUN, 2008 TERKAIT KEWENANGAN

DPRD DALAM PEMBAHASAN PERDA

A. Kewenangan DPRD dalam Pembahasan PERDA UU No. 12 tahun 2008
Pada Undang-undang Nomor !0 Tahun 2004 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-Undangan Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 33 pasal 7

(1) Jenis peraturan dan hicrarki Peraturan Perundang-undangan adalah scbagai

berikut :
[. Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;
- 2. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Penganti Undang-Undang; -
3. Peraturan Pemerintah;
4. Pcraturan Presiden;
S. Pcraturan Daerah.

Berdasarkan  ketentuan pasal tersebut, Peraturan Daerah merupakan
bentuk hukum terendah dari hierarki bentuk peraturan perundangan di Indonesia.
Implikasi dari hal tersebut, scbuah Peraturan Daerah (Perda) akan sangat jelas
tentang kedudukan, lembaga pembentuk, isi serta mekanisme pengujiannya. Pasal
7 ayat (2) Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf e meliputi :

1. Peraturan Daerah Propinsi dibuat oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
propinsi bersama dengan Gubernur;

2. Peraturan Dacrah Kabupaten/Kota dibuat olch Dewan Perwakilan Rakyat
Dacrah kabupaten/kota bersama bupati/walikota;

3. Peraturan Desa/peraturan yang setingkat, dibuat oleh Badan Perwakilan
Desa atau nama lainnya bersama dengan Kepala Desa atau nama lainnya.

67
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Sclain Peraturan Daerah ., produk hukum daerah yang lain adalah
peraturan kepala dacrah dan atau keputusan kepala daerah. Ke dua produk hukum
dacrah ini merupakan peraturan pelaksanaan Peraturan Dacrah, dimana dari segi
materi dilarang bertentangan dengan kepentingan umum, Peraturan Daerah dan
peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi (Pasal 146 UU No.12/2008).

Scsuai dengan lingkup tema yang dikaji, maka bentuk produk hukum
dacrah yang dimaksud dalam tulisan ini adalah Peraturan Daerah, yaitu Peraturan
Dacrah Kabupaten dan Kota.Kewenangan DPRD terkait pembahasan Perda pasal
42 ayat (1) dan (2) UU RI nomor |2 tahun 2008 adalah sebagai berikut :

. Mcmbentuk Perda yang dibahas dengan kepala daerah untuk mendapat

persctujuan bersama,

o

Membahas dan menyetujui rancangan Perda tentang APBD bersama dengan
Kepala Dacrah;'

Sedualigkant poraturan ' yairg “erkuit cdengun Perda ada’ dabant pasall 136
sampai 149 UU No. 12 Tahun 2008. Pada pasal tersebut dijelaskan bahwa
kewenangan DPRD telah diatur dalam UU No. 12 Tahun 2008. Dimana salah satu
dari kewcenangan DPRD adalah melaksanakan fungsi legislasi yaitu ikut dalam
pembuatan dan pengawasan Perda. Pada pasal 95 ayat (1) PP Nomor 25 Tahun

2004 tentang PedomanTata Tertib DPRD disebutkan bahwa : * DPRD memegang

! Pasal 42 ayat (1) dan (2)UU No. 12 Tahun 2008
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kekuasaan membentuk Perda”.(Konkordan dengan Pasal 20 UUD 1945 yang
menycbutkan bahwaDPR memegang kekuasaan membentuk UU). .

Peraturan Pemerintah  No.25/2004  tentang  Pedoman Penyusunan
Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Dacrah pasal 95 ayat (1) secara
tegas dinvatakan juga bahwa, DPRD memegang kekuasaan dalam membentuk
Peraturan Dacra DPRD memiliki peluang dan kewenangan yang luas dalam
pembentukan  peraturan dacrah. Untuk itu dengan pcluang dan kewenangan
tersebut adakah  kemauan dan  kemampuan para  anggota DPRD untuk
melaksanakan kewenangannya dalam pembuatan Perda.

Pengkajian terhadap rancangan peraturan dacrah akan difokuskan pada
tahap-tahap pcmhalmsauﬁya. Hal ini untuk menemukan norma tentang peluang
dimana partisipasi masyarakat dalam proses pembahasan rancangan peraturan
dacrah dapat dilukukan beserta mekanismenya.

Rancihga Perda sdidampatkan olelt anggotas - kemisiy gabungan komisi.
dan atau alat kelengkapan DPRD yang khusus menangani bidang legislasi (Pasal
141 avat (1) UU No. 12/2008) dan Pasal 28 ayat (1) UU No. 10/2004 .Berdasarkan
atas ketentuan tersebut gagasan untuk membentuk scbuah Perda dapat diusulkan
olch sctiap anggota DPRD.

Dalam undang-undang terscbut tidak ada penjelasan lebih lanjut tentang
berapa jumlah anggota dapat mengusulkan sebuah perda. Namun DPRD sebagai

lcmbaga politis, usulan anggota untuk membentuk Perda sctidak-tidaknya akan
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dilakukan dengan meckanisme politis juga, yakni ada tidaknya duvkungan dari
anguota lain yang merasa berkepentingan. Berbeda dengan yang mengusulkan
komisi, gabungan komisi atau kclengkapan DPRD bidang legislasi tidak perlu
menghitung  jumlah  anggota  karena mercka merupakan alat kelengkapan
DPRD.Dengan  demikian.  pada  prinsipnya  sctiap anggota  DPRD  dapat
memberikan usulan, dimana materinya dapat berasal dari hasil audicnsi maupun
hasil penjaringan di masyarakat ketika masa reses dilakukan.

Pelaksanaan legislasi dacrah merupakan tugas dan wewcnang scrta salah
satu fungsi penting dari DPRD yang rutin dilakukan menyangkut produk hukum
Peraturan Dacrak, namun dalam struktur alat kelengkapan DPRD tidak ada alat
khusus DPRD yang membidangi legislasi dacrah. Dalam Pasal 46 (1) UU

Pemerintahan Daerah, alat kelengkapan DPRD terdiri atas

I. Pimpinan:

2. Komisi;

37 PanitiaMusyawaral;

4. Panitia Anggaran; Badan Kchormatan; dan
5. Alat kelengkapan lain yang diperlukan.

Dari ketentuan Pasal terscbut, sebenarnya ada dasar untuk membentuk
badan legislasi dacrah yang khusus menangani pembentukan Perda, tinggal
kemauan untuk itu. Jika ada badan legislasi daerah tentunya proses penampungan
aspirasi dalam rangka partisipasi masyarakat akan lebih mudah dan cfektif.

Tahapan pembahasan rancangan peraturan dacrah baik rancangan yang

berasal dari DPRD maupun dari Kepala dacrah baik dalam PP No. 25/2004
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tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Tata Tertib DPRD maupun dalam
Kepmendagri No. 162/2004 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Tata Tertib
DPRD (yang munculnya menimbulkan polemik karcna: Kepmendagri terscbut
ditctapkan lebih dahulu vaitu tanggal 12 Juli 2004, scdang PP terscbut ditetapkan
dan diundangkan pada tanggal 28 Agustus 2004 ) dibagi dalam 4 tahap atau
tingkatan yang dilakukan DPRD bersama Kepala dacrah.

Pembicaraan tingkat pertama, meliputi @ penjelasan Kepala Daerah dalam
Rapat Paripurna tentang penyampaian Raperda yang berasal dari Kepala Dacrah,
atau penjelasan dalam Rapat Paripurna oleh Fimpinan Komisi/Gabungan Komisi
atau Pimpizas Panitia Khusus terhadap Raperda dan atau Perubahan Perda atas
usul prakarsa DPRD.

Pembicaraan tingkat kedwa meliputi @ dalam hal Raperda yang berasal dari
Kepala Dacrah: a) pemandangan umum dari fraksi-fraksi terhadap Raperda yang
berasal” daii” Kepata Dacral b) jiwabain” Kepala Dacrah terhaddp” petmanddngan
umum fraksi-fraksi. Dalam hal Raperd pendapat Kepala Dacrah terhadap Raperda
atas usul NDPRD, b) jawaban dari fraksi-fraksi terhadap pendapat Kepala Dacrah.

Pembicaraan  tingkat  ketiga, meliputi  pembahasan  dalam  rapat
Komisi/Gabungan Komisi atau Rapat Panitia Khusus dilakukan bersama-sama
dengan Kepala Dacrah atau Pejabat yang ditunjuk. Pembicaraan tingkat keempat
mcliputi : 1) pengambilan keputusan dalam Rapat Paripurmma yang didahului

dengan : a. laporan hasil pembicaraan tahap ketiga; b. pendapat akhir fraksi; c.
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pengambilan keputusan. 2) penyampaian sambutan Kepala Daerah terhadap
pengambilan keputusan. Terhadap Raperda yang telah disetujui bersama olch
DPRD dan Kepala Dacrah disampaikan oleh Pimpinan DPRD kepada Kcpala
Dacrah untuk ditetapkan menjadi Peraturan Dacrah.

Bagaimana jika dalam masa sidang terdapat dua rancangan peraiuran
dacrah, yaitu dari DPRD dan dari Kepala dacrah. Pengaturan terhadap hal ini
dapat ditemukan dalam UU No. 10/2004 Pasal 31 dan UU No. !2/2008 Pasal 140
ayat (2) “Apabila dalam suatu masa sidang, gubernur atau bupati/walikota dan
dewan perwakilan rakyat dacrah menyampaikan rancangan peraturan dacrah
mengenai materi yang sama. maka yang dibahas adalah rancangan peraturan
dacrahyang  disampaikan olch dewan perwakilan rakyat dacrah, scdangkan
rancangan peraturan dacrah vang disampaikan oleh gubernur, bupati/walikota
digunakan scbagai bahan untuk dipersandingkan”.

Kctentuan dalam dua UU tersebut berbeda dengan ketentuan daiam PP
No. 25/2004 Pasal 96 dan Kepmendagri No. 162/2004 Pasal 100. Dua pasal dalam
dua produk hukum tersebut mencgaskan, Apabila terdapat dea Rancangan
Peraturan Dacrah yang diajukan mengenai hal sama, yang dibicarakan adalah
Rancangan Peraturan Dacrah  yang diterima terlebib  dahulu,  sedangkan
Rancangan Peraturan Dacrah yang diterima kemudian dipergunakan scbagai

pelengkap.
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Secara proscdur dan substansial ketentuan dalam Peraturan Pemcrintah
dan Kepmendagri terscbut terjadi penyimpangan (konflik) dari ketentuan dalam
dua UU tersebut. Sccara prosedur, menurut UU yang akan dibahas jika ada dua
Raperda yang diajukan sccara bersamaan dalam masa sidang yang sama adalah
Raperda yang dati DPRD, namun menurut PP dan Kepmendagri yang dibicarakan
(vang diutamakan) untuk dibahas adalah Raperda yang diterima terlebih dahulu.
Artinya jika yang diterima lebih dahulu Raperda dari Kepala Dacrah, maka
Raperda tersebut yang akan diutamakan untuk dibahas. Ketentuan dalam PP dan
Kepmendagri tersebut menatikkan (menghilangkan) prinsip yang mengutamakan
Raperda usulan DPRD.Hal ini bertentangan dengan ketentuan Pasal 95 ayat (1)
Kepmendagri terscbutyang mencgaskan bahwa, DPRD-memegang  kekuasaan
membentuk Peraturan Dacrah.

Perundang-undangan, UU No.12 Tahun 2008 tcatang Pemcrintahan
[Yacrah {ermasuk perandang-uhdaigan tenting diacrall 6tonothikiiusus'dai dacrah
istimewa scbagailex specialisdari UU No.12/2008. Selain itu terkait dengan
pelaksanaan wewenang dan tugas DPRD dalam membentuk Perda adalah UU
No0.27 Tahun 2009 tcntang MPR, DPR, DPD, dan DPRD dan Peraturan
Pemerintah No.16 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan DPRD
tentang Tata Tertib DPRD. Penting pula untuk diperhatikan UU No.28 Tahun
2009 tentang Pajak dan Retribusi scbagai pengganti UU No.18 Tahun 1997

scbagaimana telah diubah terakhir dengan UU No.34 Tahun 2004, dalam rangka
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pengendalian Perda tentang Pajak dan Retribusi dan UU No.26 Tahun 2007
tentang Penataan Ruang dalam rangka keterpaduan RTRW nasional, provinsi,

dan kabupaten/kota.

. Kewenangan DPRD dalam Pembahasan Perda Menurut Figh Siyasah

Menurut figh siyasah kewenangan DPRID mirip dengan kewenangan aj/
al-hall wa al “agd. Dimana ahl al-hall wa al ‘aqd adalah orang-orang yang dibcri
kepercayvaan rakyat dalam memperjuangkan kemaslabatan wmum, Jadi ofil amri
menurut pengarang tafsir al-Manar ini adalah a4/ al-hall wa al ‘aqd, atau Dewan
Perwakitan Rakyat, bukan golongan yang discbut para pemimpin dan wmara.
Artinya dia- menamakan  ofil amei dengan nama dewan  legislatif di- zaman
sckarang, bukan dewan cksckutif. Pada lingkup otonomi daerah ah/ al-hall wa al
‘agd, atau Dewan Perwakilan Rakyat, menurut penulis memiliki kewenangan
Vaig sani.

Menurut pemahaman penulis wewcenang dan fungsi A4/ al-hall wa al ‘aqd
adalah
L. All al-hall wa al ‘agd adalahpemegang kckuasaan tertinggi yang mempunyai

wewenang untuk memilih dan membaiat imam serta untuk memecat dan
memberhentiakan khalifah.
2. Ahlal-hall wa al ‘agd mcmpunyai wewenang mengarahkan kchidupan

masyarakat kepada yang maslahat.
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. Ablal-hall wa al ‘agd mempunyai wewenang membuat undang- undang yang

mengikat kepada scluruh umat didalam hal-hal yang tidak diatur tegas oleh Al

Qur’an dan al Hadits,

CAblal-hall wa  al cagd  tempat  konsultasi imam  didalam  menentukan

kebijakannya.

. Ahlal-hall wa al “agd mengawasi jalannya pemerintahan

Kewenangan di bidang perundang-undangan, meliputi:

. Menegakkan peraturan yang secara tegas terdapat dalam syari’at.

. Merumuskan peraturan yang tidak diatur dengan tegas olch al-Qur’an dan al-

Hadist, khususnya vang berkaitan dengan masalah sosial (sipil).

. Mcembatasi jumlah kandidat yang hendak menjadi khalifah. Schingga, kandidat

dilvar persetujuan Ahl al-Halli wa al-*Aqdi tidak dapat diterima.

. Mengarahkan kchidupan manusia kepada kemaslahatan

Sama halaya dengan AL/ al-hall wa'al “aqd saiali“satt kewenangan DPRD

adalah berijtibad untuk membuat peraturan guna kemaslahatan umat. Ijtihad

merupakan upaya untuk menggali suatu hukum.Konteks menggali suatu hukum di

sini adalah upaya untuk membahas hingga menjadikannya sebagai peraturan.
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PENUTUP

A. Kesimpulan

1.

3]

Kewenangan DPRI dalam pembahasan PERDA berdasarkan UU No. 12 tahun 2008

Pada UU No. 12 tahun 2008, DPRD mcmpunyai wewenang dalam
pembuatan Perda. Dimana dalam pelaksanaan pun ditur dalam tata tertib
pembentukan perda dalani peraturan dibawahnya. Tahapan pembahasan
rancangan peraturan dacrah baik rancangan yang berasal dari DPRD maupun
dari Kepala dacrah baik dalara PP No. 25/2004 tentang Pedoman Penyusunan
Peraturan Tata Tertib DPRD maupun dalam Kepmendagri No. 162/2004
tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Tata Tertib DPRD
Kewenangan DPRD menurut figih siyasah

DPRD dalam pembahasan skripsi ini memiliki kewenangan yang
sama dengan Al al-hall wa al ‘agd. Salah satu kewenangan DPRD adalah
berijtihad untuk membuat  peraturan guna  kemaslahatan umat.  Ijtihad
merupakan upaya untuk menggali suatu hukum. Konteks menggali suatu
hukum di sini adalah upaya untuk membahas hingga menjadikannya scbagai

peraturan.
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B. Saran
Sejalan dengan kesimpulan di atas, maka penulis berharap agar
pembahasan dan pembuatan Perda dapat menjawab kebutuhan masyarakat akan
kesejahteraan hidup. Sehingga kebijakan tcrsebut membawa kemaslahatan bagi

masyarakat.
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